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“Nikah itu adalah sunnahRy, maka barang siapa yang tidak, mau
mengikuti sunnahRy, dia buRan umatRy."(H.R, 1bnu Majah)
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TRANSLITERASI

Transliterasi yang dimaksud dalam penulisan kahy@yah ini adalah
pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisatoriesia (Latin), Bukan

teriemahan bahas Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan :
s ’ ol dh
@ b h th
& t b dhz
& ts I ‘
d j d gh
C h o f
¢ kh 3 q
K) d 4 k
3 dz J I
J r p m
J Z ¢ n
o S 3 W
o sy ° h
wl sh ¢ y
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Vokal Panjang

Vokal Pendek

‘ 4 " (fathah) a
3 U _ (kasrah) i
¢ I j (dhommah) u

Contoh Vokal Panjang :

Misalnyabacaan) dalam tulisan latin menjadjla

Misalnya bacaaws: dalam tulisan latin menjadiina

Misalnyabacaan)# dalam tulisan latin menjadjila

Vokal Ganda Diftong
25 Yy 37 Aw
3 ww 2,53 Ay

Contoh Diftong : Misalnyabacaan) st dalam tulisan latin menjadiawlun

Misalnya bacaapsa dalam tulisan latin menjaéthayrun

Ta’ marb(thah (3)

“Ta’ marbdthah” ditransliterasikan dengari jika berada di tengah-
tengah kalimat, akan tetapi apabila “ta’” marbathédrsebut terdapat di akhir
kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan

Contoh : Bacaaniw il Al ) maka di dalam penulisan latinnya menjat

risalat al-mudarrisah
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ABSTRAK

Rokhma, Siti, 2010, NIM : 0621003®andangan Hakim Pengadilan Agama
Bangil Terhadap Itsbat Nikah Pada Orang Yang TelahMeninggal
Dunia, Skripsi jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultasa8jah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Madg

Dosen PembimbingDr. H. Dahlan Tamrin, M. A

Kata Kunci : Pandangan Hakirtsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan suatu metode yang digunakaim pengadilan
dalam hal menetapkan sahnya suatu perkawinan. Adgawnkawinan yang
diitsbatkan tersebut adalah sebuah perkawinan yang tefpbnighi syarat dan
rukunnya akan tetapi belum tercatat di Kantor Unuagama (KUA).Itsbat nikah
merupakan suatu hal yang sangat penting terkaigadtekepastian hukum bagi
suami maupun istri agar terhindar dari akibat hukgamg timbul dari perkawinan
yang tidak tercatat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagan@andangan
hakim Pengadilan Agama Bangil terhada@jgbat nikah orang yang telah
meninggal dunia, dan apa dasar hukum yang dipakamhdalam memutuskan
perkaratsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam peaeliini adalah
sosiologis (empiris) yaitu penelitian berdasarkaktd sosial. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menighas data deskriptif.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam p@nelini diantaranya
adalah dengan pengamat&bgervasi), wawancaraif(terview) dan dokumentasi.
Untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti ngengkan sumber data
primer, sekunder dan Tersier. Untuk memperoleh dasag sah peneliti
menggunakan triangulasi yakni triangulasi dengambs&r dan trianggulasi
dengan metode. Sedang didalam pengolahan anadisis geneliti menggunakan
edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesiafgn.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitgkripsi ini yaitu
mengenai pandangan hakim terhadipat nikah orang yang telah meninggal
dunia adalah perkai#sbat tersebut dapat diproses asalkan pemohon haru$ dapa
memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diemtoleh Pengadilan Agama.
Adapun menurut hakim persyaratan yang dimaksudahdaienyerahkan foto
copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang yangarakditsbatkan
perkawinannya, menyerahkan foto copy Kartu Kelual$d), dan juga
menyerahkan surat keterangan dari Kepala Desaigaryg menerangkan bahwa
orang yang akan dsbatkan perkawinanya adalah benar-benar pasangan suami
istri, selain itu hakim juga mengatakan syarat p@ranitsbat nikah bagi orang
yang meninggal dunia pemohon harus mengetahui siafp@an siapa saja saksi-
saksi yang menikahkan orang yang akartsatkan perkawinannya tersebut.
Adapun mengenai dasar hukum yang digunakan oleimhdiklam memutus
perkaraitsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia tide#beda dengan
dasar hukum yang digunakan pada perktdaat nikah pada orang yang masih
hidup atau perkara-perkara perdata lain yang diaindi Pengadilan Agama.
Adapun bentuk dasar hukum yang digunakan adalatvesuhukum formil yang
berupa UU dan Sumber hukum materil yang berup&atalii.

XVi



ABSTRACT

Rokhmah, Siti, 2010, NIM: 0621003¥,iew Bangil Against Religious Court Judge
Confirmation Of Marriage In The Dead, Al-ahwal majors Thesis As-
Sakhshiyyah Faculty of Sharia Islamic State Universf Malang Maulana
Malik Ibrahim,

Supervisor: Dr. H. Tamrin Dahlan, M. A

Keywords. Judge's view, confirmation of Marriage

Confirmation of wedlock is a method used by courtterms of set validity of a
marriage. The marriage is in the confirmation itswaa marriage that has fulfilled its
requirements and get along but not yet recordethén Office of Religious Affairs
(KUA). Confirmation of wedlock is a very importatiting related to legal certainty for
husband and wife to avoid the legal consequencgis@ifrom the marriage who are not
registered.

The formulation of the problem in this researcthaav the views of religious
court judges Bangil against confirmation of mareay people who had died, and what
the legal basis used by judges in deciding casefrowmtion of marriage for people who
have died.

The type of research used in this research is kapoal (empirical) research is
based on social facts. The approach used is atapiadi approach to generating
descriptive data. Data collection method used is #tudy include the observation
(observation), interviews (interview) and documénta To obtain the necessary data
researchers used data sources of primary, secoaddryertiary. To obtain valid data
that researchers use triangulation triangulatieengulation by sources and methods.
Who's in the processing of data analysis, reseesal&ng the editing, classification,
verification, analysis, and conclusions.

The conclusion that can be drawn from the findin§shis thesis is about the
judge's views on the confirmation of marriage obgle who have died is a matter of
confirmation can be processed provided that thdiGgm must be able to meet the
requirements specified by the Religious Courts. fHggiirements according to the judge
in question was handed a photo copy of IdentitydQ&TP) belongs to someone who
will be in confirmation marriage, submit a photgogoof Family Card (KK), and also
submit a certificate from village chief whose congeexplain that the person who will
be in confirmation her marriage is really a marraiple, except that the judge also
said the filing requirements for confirmation of mage of people who died applicant
must find out who the guardians and anyone whoesgas who will marry her marriage
was in confirmation. As for the legal basis useduulges in deciding upon confirmation
of marriage for people who have died did not differthe basis of case law used in the
confirmation of marriage on people who are stiivalor the case-other civil case
handled by the Religious Court. The form the |dgadis used is the source of formal
law in the form of law and the legal source matenahe form of the arguments.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidugameaudalam pergaulan
atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu pereawuga merupakan suatu
pokok yang utama untuk menyusun masyarakat keagynantinya akan menjadi
anggota dalam masyarakat yang besar.

Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna lddmdupan bersama.
Hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan hakan membuahkan
kesenangan belaka dan tidak akan pernah mendapetkamagiaan yang abadi.
Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup dempgakawinan, karena

sengaja untuk membujang tidak dibenarkan. RashldRW pernah bersabda:



al g g AL (panly el (ab] Ald 7 g 5ild Bpld) atia plaind (o iladl) jdaa
plosag s 59019, ) slag A 43 U p guallly Agtad adiioy

"Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang dapatemérmkewajiban sebagai
suami maka harus kawin, karena kawin itu mengurgagidangan mata dan
menjaga kehormatan, barang siapa belum mampu ntemigka berpuasalah,
karena berpuasa itu baginya pencegah dari nafsbhwaya(kemaluan)" {HR.

Bukhari & Muslim}?

Allah SWT telah menciptakan lelaki dan perempu&cas berpasang-
pasangan sehingga mereka dapat berhubungan satulaamyang dipersatukan
dalam sebuah ikatan perkawifiaAllah berfirman didalam surah Ar-Rum ayat 21
yang berbunyi :

Ze ¢ A N 72 o A _w °f & S E ,, ro _-_ _E_ -
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"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dizciptakan untukmu isteri-

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendedarg merasa tenteram kepadanya,

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan say8egungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tandak@agn yang berfikir."

N\

Perkawinan merupakan sesuatu yang disyari'atkamdAbama Islam, sesuai
dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 yaagounyi :
%,; -,/,; P - . 441,; ‘,,zu,, E/
eyl 5ok e oedialls 2o (a1 15015
"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian dianteamu, dan orang-orang

yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamg ledaki dan hamba-hamba
sahayamu yang perempuan”.

! Shohihul Bukhori, Takhrijul Hadits, "Kutubuttis'ah : An-Nikah'No Hadits 4677
2 Salim ahreisy & Abdullah BahreisyT4rjamah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam(Surabaya:
Balai Buku, 1992), 488
% Abdul Rahman I. Dgi“Perkawinan Dalam Syar'at Islam”(Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), 1.
‘S‘AI—‘AIiyy, “ Al-Qur'an Dan Terjemahannya(Bandung : CV. Diponegoro, 2000), 324

Ibid, 282



Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaatpaling afdhal dalam
upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, kaemgan perkawinan inilah
seseorang bisa terjaga dirinya dari hal yang dimkaa oleh Allah. Penghargaan
Islam terhadap sebuah ikatan perkawinan sangat bekali, sampai-sampai ikatan
tersebut ditetapkan sebanding dengan separuh Agamaa. bin Malik r.a berkata,
Telah bersabda Rasulullah SAW :

"Barang siapa menikah maka ia telah melengapi sdp@gamanya. Dan
hendaklah ia bertagwa kepada Allah dalam memelihgaag separuhnya
lagi” (HR. Thabrani dan hakim).

Perkawinanmerupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturkom
dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan mutaagga yangakinah
mawaddahdan rahmat serta menghindari potensi penzalimaararsatu pihak
dengan pihak lainnya.

Dalam masalah perkawinan Islam telah berbicara dgnyari mulai
bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidapa peminangan, akad nikah
hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi memaddamping hidup.
Namun ada hal yang terlewatkan dari berbagai atisnsebut, salah satunya yaitu
dalam proses akad nikah yang mana hal tersebutlikikedudukan sangat sentral
dalam prosesi perkawinan akan tetapi tidak adaat)jatas bahwa akad nikah
tersebut harus dituliskan atau diaktekan, hampisadiap transaki hukum Islam
tidak menganjurkan untuk di diadakan pencatatamumahanya menggunakan
saksi, tujuannya adalah agar saksi dapat mencamitaba yang dilihat kepada
orang-orang yang belum mengetahui sebuah perigtesleawinan tersebut, hal ini

terjadi dikarenakan transaksi pada masa awal Isldakukan hanya pada satu



wilayah saj&. Selain itu daya ingat orang dulu sangat tajamjdga memiliki jiwa
jujur yang tinggi.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan dengan kitnarang terus
berkembang maka interaksi manusia semakin luas, lgEmyak perubahan-
perubahan yang terjadi dan mengakibatkan adanygegenan kultur lisan kepada
kultur tulis sebagai ciri masyarakat modéraleh karena itu dibutuhkan adanya
pencatatan dan pembuatan akta nikah yang resngadhnakti autentik.

Saksi hidup dalam hal ini adalah manusia tidak béga diandalkan, tidak saja
karena bisa hilang dengan sebab kematian akani tetapusia dapat juga
mengalami kelupaan. Maka atas dasar inilah dipanusebuah bukti abadi yang
disebut dengan akta, hal ini dimaksudkan karerek trdenutup kemungkinan bisa
terjadi manipulasi status bila perkawinannya tidikatat atau tidak terdaftar.
Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 1 KHI Yaitu

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikahg dibuat
oleh Pegawai Pencatat Nikah

Apabila telah terjadi sebuah perkawinan dan beleroatat maka solusinya
adalah istbat nikah yaitu melalui kantor PengadAgama, hal ini sesuai dengan
bunyi pasal 7 ayat 2 KHI yaitli

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengskta Nikah,
dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada h(rieehtsstagt tidak
berdasarkan pada kekuasaan belakachtsstagtyang berlandaskan pada falsafah

Pancasila dan Undang-undang Dasarl1945, secaransuls@amua hak-hak dan

® http://id.koswara.wordpress.com/konsep-pernikahaari-islamdiakses pada tanggal 24 Maret
2010 di AstiNet JIn. Kertosariro jam 10.00 WIB

" Amir Nuruddin & Azhari Akmal TarigarHukum Perdata Islam Di Indonesiget. I1I; Jakarta :
Kencana, 2006), 121

8 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Ist&ompilasi Hukum Islam di Indonesia”
(Jakarta: Depag RI., 2001), 8

°Ibid , KHI. 8




kewajiban sebagai warga negara dilindungi oleh péhegasan ini berarti bahwa
negara dan termasuk anggota didalamnya sepertirpgamedan lembaga yang lain
dalam melaksanakan apapun harus dapat dipertanjmuabkarn’

Dalam pandangan hukum Islam, Pemerintah ataupugupea dibenarkan
membuat segala jenis peraturan terutama mengelklahgang tidak diatur secara
tegas dalam al-Quran dan Hadis Nabi sejauh tidalefitangan dengan kedua nash
tersebut. Menurut ajaran Islam perintah atau atypemguasa wajib untuk ditaati

sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ &9at
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"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah daatdah Rasul (nya), dan ulil

amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain@mdapat tentang sesuatu,
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) daas® (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudiang demikian itu lebih

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Ayat ini menjelaskan secara tegas bahwa disampiegtaati Allah dan
Rasulnya, kita juga diperintahkan agar mentaattpean yang ditetapkan oleitl
amri (pemerintah). Ketaatan kepada pemerintah ini huigamwvajib, hanya saja
ketaatan itu terbatas pada peraturan pemerintaly yi@ak membawa kepada
kemaksiatan.

Melihat peranan penting Negara dalam memberi jamikeamanan dan
ketenteraman setiap warganya dalam menjalankan daak kewajiban mereka

sebagai warga Negara, maka keberadaan aturan ha#talah sesuatu keharusan

9B, Johan Nasutiorjukum Perdata islan(Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 7.
1 Op. Cit. 69



sebagaimana Indonesia juga telah mendeklarasikansebagai Negara hukum
(recht staa} yang tersirat dalam UUD 1945 yang bertujuan meikée kepastian
hukum.

Secara teori, suatu tindakan disebut perbuatanrhukianakala dilakukan
menurut hukum, dan oleh karena itu berakibat hukBebaliknya suatu tindakan
yang tidak dilakukan menurut hukum, tidak dapatathkan perbuatan hukum
sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum Barenanya sama sekali
belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilngdwleh hukum.

Perbuatan kawin atau nikah, baru dikatakan perhudtakum apabila
memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatkah yang diatur Pasal 2
ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang PerkawinanuKeohsur tersebut, berfungsi
secara kumulatif, bukan alternatif. Dengan kata, lanenurut Undang Undang
Perkawinan, selain memenuhi aturan syariat, penaikeharuslah dicatat petugas
pencatat nikah. Pernikahan yang memenuhi keduaraitur, disebutegal wedding
dan jika sebaliknya disebiliegal wedding*?

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yangatsgemting terkait
dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri déigak dengan mudah
menjatuhkan talak atau mengingkari ikatan (pemamjisuci yang telah mereka
ikrarkan, selain itu juga untuk menghindari akidatkum yang timbul dari
perkawinan yang tidak tercatat, dan dapat jugandigan sebagai alat bukti bagi
generasi selanjutnya baik tentang keturunan maygambuktian tentang sahnya
pewarisarnt:

Didalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat @)yatakan bahwa

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurukuflu masing-masing

12 Kamal Muchtar, “Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawindfakarta: Bulan Bintang, 2004),
58.
13 Sajuti ThalibHukum Kekeluargaan Indonesidakarta : Penerbit Ul, 1974), 77



agamanya dan kepercayaannya”. Kemudian dilanjytkaa ayat (2) yang berbunyi
“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturarupdang-undangan yang berlaku,
artinya kita harus melihat secara menyeluruh dari pasal tersebut, guna
mendapatkan kepastian hukum. Ketika suatu perkawinanya dilaksanakan
sampai kepada batas pasal 2 ayat (1) saja makatdkilbumnya adalah ketika
terjadi persengketaan antara suami istri maka pasatersebut tidak bisa minta
perlindungan secara konkrit kepada Negara, hakmadi karena perkawinan yang
bersangkutan tidak tercatat secara resmi didalaminggtrasi Negara, akibatnya
adalah segala konsekuensi hukum apapun yang tesgdaina dalam perkawinan
bagi Negara dianggap tidak pernah ada.

Adapun siapa-siapa yang boleh mengajukstbat nikah telah tercantum
dalam pasal 7 ayat 4 KHI yaRfi

“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikathialsami atau
istri, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepegatin
dengan perkawinan itu

Dalam penelitian ini terkait dengan adanya realéag terjadi di Pengadilan
Agama Bangil tepatnya di daerah jalan Raya RacgBdmanyak sekali pengajuan
itsbat nikah, hal ini sesuai dengan data yang adapdran tahunan 2009 tentang
permohonan itsbat nikah yang diterima ada 20 parkin perkara itsbat yang
diputus 19 perkara.

Dari sekian banyak perkardsbat nikah yang masuk ke buku register
Pengadilan Agama Bangil, terdapat satu perkara yagurut penulis menarik dan
layak untuk di angkat menjadi bahan penelitianuagérkaraitsbat nikah yang
diajukan oleh seorang anak terhadap kedua orangdusang telah lama meninggal

dunia, yang mana pemohon yakni bapak Abdurrochitandanendaftarkartsbat

4 Op. Cit. KHI, 8



nikah kedua orang tuanya tersebut beliau tidak et@hgi kapan orang tuanya
menikah, siapa wali nikahnya berapa besar mas kgajndan siapa saja saksi-
saksinya dan permohonastbat nikah tersebut diterima oleh Pengadilan Agama
Bangil dengan register nomor 1019/Pdt.G/ 2009/Rditayja Agama Bangil.
Berdasarkan latar belakang ini peneliti mengangietjadi proposal skripsi dengan
judul Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Itsbat Nikah
Orang Yang Telah Meninggal Dunia.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan upaya menyatakan peahesglermasalahan
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan sislede oleh penulis dalam
sebuah penelitian. Ada beberapa rumusan masalalatdambelakang tersebut yaitu:
1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Baerbhdapitsbat
nikah pada orang yang telah meninggal dunia?
2. Apa sumber hukum yang dipakai hakim dalam memutuskzerkara
itsbatnikah pada orang yang telah meninggal dunia?
C. Tujuan Pendlitian
Tujuan penelitian merupakan sasaran utama untuldapatkan hasil yang
ingin dicapai dalam sebuah penelitian, sesuai defgus yang telah dirumuskan
diatas, maka adapun tujuan yang hendak dicapapdaélitian ini adalah:
1. Mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama B&srtphdap itsbat
nikah pada orang yang telah meninggal dunia.
2. Mengetahui sumber hukum yang dipakai hakim dalammuteskan

perkara itsbat nikah pada orang yang telah menirygaa.



D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfhatk secara teoritis
maupun praktis.
1. Teoritis
a. Menambah, memperdalam dan memperluas khasanah tplenge
dalam mengembangkan ilmu-ilmu hokum Islam khususygag
terkait dengan masalalitsbat Nikah Pada Orang Yang Telah
Meninggal Dunia.
b. Menambah, memperdalam dan memperluas khasanamieagenai
metode penetapan hakim.
c. Dapat digunakan sebagai landasan bagi penelithjséfiga dimasa
yang akan datang.
2. Praktis
a. Untuk menambah wawasan tentang maskdtat Nikah Pada Orang
Yang Telah Meninggal Dunia;
b. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat agarkandebih
memahami arti pentingnya mendaftarkan perkawinan.
c. Sebagai tambahan khasanah dan wawasan pengetalagin b
mahasiswa fakultas syari’ah.
E. Definis Operasional
1. Hakim, Adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk etesgikan
dakwaan-dakwaan dan persengketaan karena pengdagantampu

melaksanakan sendiri semua tufafalam penelitian ini hakim yang

!5 Erfaniah ZuhriahPeradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejdbah Pasang Surut,
(Malang : UIN Press, 2008), 7.



dimaksud adalah hakim ketua dan beberapa hakimogangg pengadilan
Agama Bangil.

2. Itsbat Nikah, adalah penetapan atau pengesahan nikah olehd#anga
Agama (KHI pasal 7}°

3. Pandangan, Berasal dari kata pandang yang diberi imbuhan —an
memiliki arti atau makna hasil perbuatan memandgngmperhatikan,
melihat, dan sebagainya) benda atau orang yanqdhpg (disegani,
dihormati dan sebagainyd). Dalam hal ini yang dimaksud adalah
pendapat hakim yang menangani kasus tentang itskett pada orang
yang telah meninggal dunia.

4. Pengadilan Agama, adalah badan peradilan tingkat pertama yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman negara dalamimaneremeriksa,
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perestentu antara
orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkdunhudan
keadilan® Yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama Bangi

5. Metode Penetapan Hukum, adalah cara beristinbath untuk mencari atau
memperoleh hukum yang pakti

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri darialibab dengan pembahasan

sebagai berikut:

Bab |: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang MdsaRumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, ibsf

Operasional, dan Sistematika Pembahasan

'8 http://indosingleparent.blogspot.com/2008/03/darmpetkawinan-bawah-tangan-bagi.html
diakses di Asti net hari selasa, 27 April 2010, 1&120

" Daryanto Kamus Bahasa Indonesia Lengké&purabaya : Apollo), 462

18 Cik Hasan BisriPeradilan Agama di Indonesi&Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 6
19 Basiq Djalil,Peradilan Agama Di Indonesi@iencana : 2006), 5
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Bab Il: Bab ini merupakan pembahasan kajian teori sebagabgtan
menuju pembahasan selanjutnya yang lebih khusilemdaab ini
memuat tentang Penelitian Terdahulu, Pengertartkawinan,
Pengertiaritsbat Nikah, Putusan Hakim

Bab I11: Dalam pembahasan bab Il ini adalah tentang mefmteslitian
yang mana hal tersebut berguna untuk mempermudgtpbaeliti
dalam mengetahui apa saja data yang akan digundkim
penelitian.

Bab IV: Pada bab ini akan menguraikan tentang paparan daskripsi
objektif pengadilan agama bangil, landasan kerfgadilan agama
bangil, susunan organisasi pengadilan agama bapaidangan
hakim pengadilan agama bangil terhadapat nikah orangyang
telah meninggaldunia, sumber hukum yang dipakai hakim dalam
memutuskan perkara itsbat nikah bagi orang yarad teleninggal
dunia.

Bab V: Penutup, disini akan memuat kesimpulan dan saeanssecara
menyeluruh sesuai dengan isi uraian yang sudahlijpetuis
sebelumnya dalam penelitian ini. Serta dilanjutki@mgan saran-
saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubudgagan

penelitian ini dimasa yang akan datang.
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BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendlitian Terdahulu
Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa if@mahi memiliki
perbedaan yang sangat substansial dengan haslitipenterdahulu yang berkaitan
dengan tema itsbat nikah, maka perlu kiranya untakgkaji dan mentelaah secara
seksama hasil penelitian terdahulu. Penelitian{gearetersebut ialah
1. Penelitian yang dilakukan oleh saudaRoys Fathoni Luthfi®® dalam
penelitiannya, saudara Fathoni mengemukakan temgarig@winan yang tanpa
adanya pencatatan dapat menimbulkan permasalahbelatkkang hari, oleh
karena itu perlu adanya itsbat nikah atau pengesgterkawinan agar
perkawinan yang tanpa pencatatan mendapatkan @aitPengadilan Agama

sehingga tidak diragukan lagi kebenaranya. Adapahh&l yang dibahas

% Roys Fathoni Luthfi*Proses Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan igeSitubondd)
Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fiéks Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah, tahun 2003

12



didalamnya yaitu mengenai prosedur pengesahan niikadwah tangan di
Pengadilan Agama Situbondo, alasan Pengadilané€lismajakim mengesahkan

perkawinan dibawah tangan, status perkawinan dibdaamgan yang dilakukan

sesudah berlakunya UU Perkawinan No. 1 Thaun 1934 drosedur

pengesahan terhadap perkawina dibawah tangan ydakukdn sebelum

berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudakehuzaini Holif Novel®* dalam

penelitian ini khuzaini mengemukakan tentang Alasi@asan masyarakat yang

enggan untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantosdwr Agama (KUA);

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajltabat nikah, Landasan hukum

Hakim Pengadilan Agama Sampang dalam mempertimangienetapan

perkawinan yang tidak tercatat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudafehmad Nur Wahith** dalam

penelitiannya peneliti menjelaskan tentang hakimgymemutus perkara itsbat

nikah dengan careontencius

TABULASI PENELITIAN ITSBAT NIKAH

NAMA, PERGURUAN OBJEK

NO1 TINGGI, THN,JUDUL | MATERIAL pRIEK FORMAL

1. Roys Fathoni Luthfi,“Proseg ItsbatNikah |1) Prosedur pengesahan nik
Itsbat Nikah (Studi Kasus D dibawah tangan 0
Pengadilan Agama Situbondo), Pengadilan Agam
Universitas Islam Negeri (UIN Situbondo.
Malang, Fakultas Syariah 2) Alasan Pengadila
Jurusan Al-Ahwal Al- Agama/majelis Hakin
Syakhshiyyah, 2003 mengesahkan perkawinan

Bawah tangan;

ah

o —

-

di

3) Status perkawinan dibawd

h

2L Khuzaini Holif Novel,“Fenomena ltsbat Nikah Di Pengadilan Agama Samp@ihglaksa Agung
Suprapto No. 86 Sampang)”, Skripsi UniversitaarisNegeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, tahun 2007

22 Ahmad Nur Wahith, Perkara Permohonan Diputus Secara Contensius Daisioat Nikah
Perkawinan Poligami'(Studi kasus No: 1295/Pdt. G/ 2005/PA. Kab. Malangkripsi Universitas
Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Juruaa#hwal Al-Syakhshiyyah, tahun 2009
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tangan yang dilakuka
sesudah berlakunya U
Perkawinan No. 1 Tahun
1974, dan prosedur
pengesahan terhadap
perkawinan dibawah tangan
yang dilakukan sebelu
berlakunya UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.

Khuzaini Holif Novel,
“Fenomena Itsbat Nikah Di
Pengadilan Agama Sampang
jaksa agung suprapto no.
sampang)”, Universitas Isla

Negeri (UIN) Malang, Fakultas

Syariah Jurusan Al-Ahwal Al
Syakhshiyyah, 2007

ItsbatNikah

il.
36
m

1) Alasan-alasan masyarakat

2)

3)

yang enggan untuk
mencatatkan
perkawinannya ke Kantar
Urusan Agama (KUA);
Faktor-faktor yang
melatarbelakangi pengajuan
Itsbatnikah.

Landasan hukum Hakim
Pengadilan Agama
Sampang dalam

mempertimbangkan
penetapan perkawinan yang
tidak tercatat.

Ahmad Nur Wahith, “PerkaraltsbatNikah
Permohonan Diputus Secdra

ContensiusDalam Itsbat Nikah

Perkawinan Poligami” (studi
kasus no: 1295/pdt.g/

2005/pa.kab.malang)”,
Universitas Islam Negeri (UIN

Malang, Fakultas Syarigh

Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah, 2009

Membahas tentang hakim yang

memutus perkardtsbat nikah
dengan caraontencius

Siti Rokhma, Pandangan Hak

Pengadilan  Agama  Bangil

Terhadap Itsbat Nikah Pada
Orang Yang Telah Meningg
Dunia, Universitas Islam Nege
Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas Syari'ah Jurusan A
Ahwal Al-Syakhsiyyah, 2010

riisbat Nikah

Al
.

1)

2)

3)

pandangan hakim
Pengadilan Agama Bangil
terhadap itsbat nikah pada
orang yang telah meningggal
dunia.

Metode penetapan huku
yang dipakai hakim dala
memutuskan perkara itshat
nikah pada orang yang telah
meninggal dunia.

Tata cara proses itsbat
nikah bagi orang yang telah
meninggal dunia
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Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yalap penulis uraikan
diatas belum ada yang memfokuskan pada tema yaag @dnulis teliti. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebejantidak ada yang secara
khusus membahas tentarigandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil
Terhadap Itsbat Nikah Pada Orang Yang Telah Meninggal Dunia.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Al-Quran dan Hadits disebut dang&kah ¢\<) dan
zawaj €'s5).>® Secara etimologi harfiah) nikah memiliki banyak arti yaitu
"hubungan jenis kelamin’sgs!), "bergabung” £41'), "mengumpulkan” gsal) dan
juga "akad” @) 2

Sedangkan secara terminologi perkawinan menurutHdnifah adalahakad
yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dadrasg wanita, yang
dilakukan dengan sengajaPengukuhan yang dimaksud adalah suatu pengukuhan
yang sesuai dengan ketetapan pembuat syari'ahn mé@dar pengukuhan yang
dilakukan oleh dua orang yang saling membuat ‘gpedanjian) yang bertujuan
hanya untuk mendapatkan kenikmatan.

Definisi yang sama di ungkapkan oleh Wahbah al-duhaitu perkawinan
adalah akad yang telah di tetapkan oleh syar'i agar segrdaki-laki dapat
mengambil manfaat untuk melakukan istima' dengaaorasg wanita atau
sebalikya'?®

Dalam bahasa Indonesia Perkawinan disebut juganifsdran”, berasal dari

kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti pEmgggan dan percampuran.

23 Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesi&et : II; Jakarta : Kencana, 2007), 35-
36

2 Muhammad Amin Summéajukum Keluarga Islam di Dunia Islarflakarta : PT. RajaGrafindo
Persada, 2005), 42-43

% M. Ali Hasan,Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Isl¢@et : II; Jakarta : Siraja, 2006), 11
% Wahbah al-Zuhailyal-Figh al-Islami Wa Adillatuhu(Juz : VII; Damaskus : Dara al-Fikr)
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Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berakadaantara pihak laki-laki dan
wali perempuan yang karenanya hubungan badan nidwkd?’ Dalam referensi
lain dikatakan nikah menurut syara’ ada#afad(perjanjian) antara calon suami dan
istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebangeia suami istri dengan
mengikuti norma, nilai-nilai sosial etika dan agafffa

Dalam figh munakahat, perkawinan adalah sunnatujlahg umum dan
berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya. Hal inil@tdasuatu cara yang dipilih
oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya undiapat berkembang biak dan

melestarikan hidupny®.Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 1:
f// //,./ - /.././/..’ Tt ,.f v ,i/f '4‘,,{/¢ ﬁ‘} @ /g..
Sy Lz Gue 355 50 s o0 Sl A (0SG Ts85) (Wl G

z
g

TR £ 2 P o
o8 Al ol (“’3\”) ch Oilis

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanyang Telah menciptakan

kamu dari seorang diri, dan dari padatigdlah menciptakan isterinya; dan dari
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-thdn perempuan yang

banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengamfergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama fairdan (peliharalah) hubungan silaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawagi’kam

%" Syaikh Hassan Ayyulkikih Keluarga(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 3

% Mohammad Asmawi, Nikah dalam perbincangan danguirén (Yogyakarta: Darussalam, 2004),
17

29 Slamet Abidin AminuddinFigih Munakahat(Pustaka Setia , 1999), 9.

0 0Op. Cit. 61

%1 maksud dari "padanya" menurut Jumhur Mufassitahiaari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam
a.s. berdasarkan hdis riwayat Bukhari dan muglimamping itu ada pula yang menafsirkan dari
padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanaf glari padanya Adam a.s. diciptakan.

*2 menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka ryakan sesuatu atau memintanya kepada
orang lain mereka mengucapkan nama Allah sepestalédka billah artinya saya bertanya atau
meminta kepadamu dengan nama Allah.
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Di dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) bab Il pasalnZzengatakan bahwa
perkawinan adalah akad yang sangat kuatrattsaagon gholiidhamntuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan seibaalah®® Kata mitsaagon
gholiidhan ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat di a@ad surat An-Nisaa'
ayat 21 yang berbunyi :

r&..n \_).J.:-b u.a.w J‘ v&.,a.u 64'9‘ .\3, ;M)J.;E g:ﬂ.s_g

z -

34|’j. |5

-

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padakbBhgian kamu Telah
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai sisheni- dan mereka (isteri-
isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yaogt".

Katamitsaagon gholiidhamlisini memiliki pengertian yaitu sebuah akad yang
sangat kuat, hal ini merupakan penjelasan dari amgkkatan lahir batin" yang
terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yamngatakan bahwa
"perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batiraranseorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuambeertuk keluarga, rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhGarepMaha Esa™

Katanikah (z'%3) danzawaj(z'sJ) sering digunakan dalam kehidupan sehari-
hari orang Arab, kata-kata tersebut banyak terddigliam Al-Qur'an dan Hadits
Nabi. Katana-ka-hayang terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti nikdhlsaatunya

terdapat didalam surat An-Nisa’ ayat 3 yang berbuny

% Inpres No. 1 Th 199Kompilasi Hukum Islan(Surabaya : Karya Anda,), 19.
% Op. Cit.64
% Departemen Agama RBahan Penyuluhan Huku(dakarta, 2001), 117
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"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku éelihadap (hak-hak) perempuan
yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka k#ainwanita-wanita (lain)
yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemydiarkamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang sajay budak-budak yang kamu
miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepaidak berbuat aniaya®

Di dalam Al-Qur'an juga terdapat kata nikah yangmmigi arti akad,

sebagaimana dalam surat An-nisa’ ayat 22 :

zZ - < -
-

Lo Gy Lol 5o ) Gl 35 G ), LT 25 o mills 755 G 1,555 ¥
"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Tetlkawini oleh ayahmu,
terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesunggyterpuatan itu amat keji dan
dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang diteimgu

Surat An-nisa’ ayat 22 di atas mengandung arti laaparempuan yang telah
dinikahi oleh ayah itu haram hukumnya untuk dinikaleskipun diantara keduanya
belum berlangsung hubungan kelamin.

Dari beberapa definisi perkawinan di atas pastiaeat perbedaan-perbedaan
yang prinsipil, akan tetapi meski ada perbedaan lutverapa pendapat tersebut
dapat di simpulkan bahwa perkawinan adalah suajarpen (akad) antara seorang
pria dengan seorang wanita yang dinikahi oleh waliberdasarkan syari’at yang
diperintahkan oleh agama dan juga hukum Negara.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatagp s@aei yaitu suatu
ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintahagiguran Tuhan Yang Maha

Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tasgg@ berkerabat berjalan

dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. péakiawinan ini bisa

% 0Op. Cit.61
37 Op. Cit.64
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dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membakidat hukum terhadap
agama yang dianut calon mempelai dan keluarga &ergdr°

Adapun yang menjadi sumber pokok atau menjadi daglanm perkawinan
dalam Islam adalah firman-firman Allah yaitu Al-¢am dan Sunnah Nabi yakni
hadits, yang mana didalamnya telah diatur secara jelasarign pentingnya
pelaksanaan dan juga kedudukan perkawinan dalam.lsl

Pada pembahasan berikut ini akan dikemukakan hedbangat Al-Qur'an dan
Sunnah yang menjadi landasan disyari’atkan perkawiRPada hakekatnya banyak
sekali ayat dan sunnah Nabi yang mendasari temarkgawinan. Adapun beberapa

dalil-dalil yang berkaitan dengan perkawinan dieartga adalah :

1. Surat Al-Bagarah ayat 223

de

s a7 e . o < 22 e gz A SE 87 _ o AE. AT 4 Ao
Iyedely Al 198513 “uany 140033 fed Gl 555~ PEIANRC, A T
> & s 2 4

39 amy, — . 22T Lot . .

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat karnercocok tanam, Maka
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagansaja kamu kehendaki.
dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, 8antakwalah kepada Allah dan
Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. darlab kabar gembira
orang-orang yang beriman”.

2. Surat Al-Bagarah ayat 235

-
-
\
.
—“\
t
A

2 fm‘ -

/l‘j.u&_,.\&‘y Yui.l_, 6}/;..\:.;’ :

% Hilman HadikusumotHukum Perkawinan Indonesia Menurut AgafBandung: CV Mandar
Maju, 1990), 10.
¥ 0p. Cit.27
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AR B A A TR AT - AT TR R
3 U AT Ol Tpalely LT s /'C“ﬁ > =] sdac 1,3}; N3

g2 d Eo e G <, -
ey Al 5 5ib BT O 1520875 093356 K

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-\&atut dengan sindiran atau
kamu menyembunyikan (keinginan mengawini merekalpandahatimu. Allah

mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut medekan pada itu janganlah
kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secdrasieg kecuali sekedar
mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang maleuf. janganlah kamu
berazam (bertetap hati) untuk beragad nikah, sebehabis ‘iddahnya. dan
Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang dadam hatimu; Maka
takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah M&engampun lagi Maha
Penyantun”.

3. Surat An-Nuur ayat 32

o A 1l TR 12K o) AUl Hale Ge pembially 2K LN ,>&,I,

.)—19@):&” ‘\L;-‘P

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diankamau, dan orang-orang yang
layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yarakilelan hamba-hamba
sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allken anemampukan mereka
dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberiga)Nagi Maha Mengetahui”.

Sedangkan adapun Sunnah yang berkaitan denganwpeskadiantaranya

adalah :
e Sis Al sea alug ade A Lo ol O Ade A ) el Al L o) il ce

u.u:\.\égﬁucp‘,\'QJQAQQM\GJﬁiJ#iJeﬂ§JPU§3uLA§U§gJSS;dlﬁ

41.‘;_1‘
“Dari Anas bin Malik ra: setelah beliau memuji darenyanjungnya, beliau
bersabda: akan tetapi saya shalat, tidur, puasamdagawini beberapa wanita,
barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, ouealah dari golonganki?

“0p. Cit.30
“L Al Bukhari, Al-Hadis As-Syarif (diakses dari CD-hAkdis As-Syarif 2000), 22376
42 0p. Cit. Tarjamah Bulughul Maram Min Adillatil Ahi#, 489
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ol (rag g Al (naaly padll (o] Alld 7 g 5ilh Belyl) aSia plaind (e clpddl pdina
Paleas B 0150 ) slag Al 45 U p guallly Agled adaiey
“Dari Abi Abdullah bin Mas’'ud berkata. Bahwa Radbérsabda “Wahai para
pemuda! Barang siapa diantara kamu yang mampu kamaka kawinlah; maka
sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (nmergkan pandangan) dan
lebih memelihara farji. Barang siapa yang belumtkkawin (sedang sudah
menginginkannya), maka berpuasalah, karena puasaapat menjadi perisai
bagimu.”(HR. Bukhari Muslim}*
ltulah sebagian dari sekian banyak dalil-dalil bssunnah yang mengatur
tentang perkawinan dengan segala sesuatunya. Aghtkeserta sunnah diatas
merupakan hukum yang telah diatur oleh Allah aganusia tidak menyimpang
dari ketetuan-ketentuan tersebut.
Dari ayat dan sabda Nabi SAW diatas jelas bahwahniisyariatkan oleh
Agama. Hal ini sejalan dengan fungsi manusia yaogtdkan oleh Allah dimuka
bumi yang memiliki tugas untuk melangsungkan darestarikan kehidupan
dimuka bumi sesuai dengan kehendak Allah.
Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungatara manusia
dengan sesamanya, menyangkut penyaluran kebutidlagi antar jenis, dan hak
serta kewajiban yang berhubungan dengan akibayageerkawinan tersebut.
Adapun hukum perkawinan yang merupakamnatullahmenurutahkamal-
khamsahhokum yang lima) adalah sebagai bertkut
1. Wajib
Hukum nikah menjadi suatu kewajiban jika seseorah mampu dan tidak
dapat mengendalikan dirinya dari perbuatan zineene@menjauhkan diri dari
yang haram adalah wajib.

2. Sunnah

Nikah menjadi sunnah bagi orang yang mampu akapitet masih bisa untuk
mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalahsépeerti ini maka nikah

43 0p. Cit, "Takhrijul Hadits, "Kutubuttis’ah : An-Nikah4677

“Op.Cit 488

> Tihami & Sohari Sahrani Fikih Munakahat (Kajib Fikih Nikah Lengkap)Jakarta : Rajawali
Pers, 2009), 8-11
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lebih baik daripada membujang karena membujand tiiigarkan oleh agama
Islam.

. Haram

Nikah diharamkan bagi seseorang yang tahu bahwayadirtidak mampu
melaksanakan hidup berumah tangga, tidak mampu médmeafkah lahir dan
batin, serta tidak ada desakan nafsu maka haraankawin.

. Mubah

Hukum perkawinan menjadi mubah bagi seseorang Vida§ terdesak oleh
alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin.

. Makruh

Perkawinan menjadi makruh hukumnya jika seseoratak tdapat memenuhi
nafkah bathin (seseorang yang lemah syahwat) watatigak merugikan istri,
karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syalgarag kuat. Akan tetapi
bagaimanapun nafkah bathin menjadi sebuah kewapbami, baik diminta
ataupun tidak oleh istff

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwaunhokerkawinan

menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajibpaunharam, mubah dan

makruh tergantung keadaan maslahat atau mafsadatnya

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada, yang akan menensaita atau

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) yang mana sedasdgbut adalah termasuk

dalam rangkaian pekerjaan tersebut, misalny@mbasuh muka saat berwudlu
sedangkarsyaratadalah yang harus ada, yang akan menentukan aahiddknya
suatu pekerjaan (ibadah) akan tetapi sesuatu tdrsiiak termasuk dalam
rangkaian pekerjaan itu misalnya sepeernetutup aurat ketika shaféf

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yanggg#mn serius di

kalangan para fugaha. Sebagai konsekuensinyaiteijadg pendapat berkenaan

dengan mana yang termasuk rukun dan mana yang flamlepas dari berbagai

istilah yang digunakan oleh pengkaji hukum, mengaltagian besar jumhur ulama

M. Ali Hasan,Op Cit, 10
47 Abd. Rahman GhazalyFfgh Munakaht, (Jakarta : Prenada media, 2003), 45-46
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rukun perkawinan itu ada lima dan masing-masingimulersebut memiliki syarat-

syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat-syar&apénan yaitu*®

1. Calon Suami, syarat-ayaratnya :
a.Beragama Islam.
b. Laki-laki.
c. Jelas Orangnya.
d. Dapat memberikan persetujuan.
e. Tidak ada halangan perkawinan.
2. Calon Istri, syarat-ayaratnya :
a.Beragama.
b. Perempuan.
c. Jelas Orangnya.
d. Dapat dimintai persetujuan.
e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali Nikah, dalam perkawinan tanpa adanya wali madikawinan dianggap
tidak sah. syarat-ayarat wali adalah :
a. Laki-laki.
b.Dewasa.
c. Mempunyai hak perwalian.
d. Tidak ada halangan perwalian.
4. Saksi, syarat-ayaratnya :
a.Minimal dua orang laki-laki.
b.Hadir dalam acara ijab gabul.
c. Dapat mengerti maksud akad.
d.Islam.
e.Dewasa.
5. ljab Qabul, syarat-ayaratnya :
a.Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
c. Memakai kata-kata nikaltazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
d. Antara ijab dan gabul bersambungan.
e.Antara ijab dan gabul jelas maksudnya.
f. Orang yang terkait dengan ijab dan qgabul tidak rsgdaram haji atau
umroh
g.Majlis ijab dan gabul harus dihadiri minimum empatng yaitu calon
mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perenmpdan dua orang
saksi.

Hal di atas sesuai dengan bunyi pasal 14 KompHagdium Islam, yang
menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinas hdau
a) calon suami;

b) calon isteri;
c¢) wali nikah;

8 Amir Nuruddin & Azhari Akmal TariganHukum Perdata Islam di Indonesidakarta : Kencan,
2006), 60-63
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d) dua orang saksi; dan
e) ijab dan kabul.

Kelima hal diatas merupakan rukun perkawinan yarapanrukun adalah
sesuatu yang mesti ada, hal ini disebabkan rukiamdsebuah pekerjaan digunakan
sebagai penentu sah atau tidaknya suatu pekegasebtit. Sedang sesuatu yang
mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya se&grjgan yang tidak termasuk
dalam rangkaian pekerjaan itu, disebut syarat. IMysadalam hal berwudhu jika
tidak teerpenuhi salah satu syarat dan rukunnyaamakiu tersebut tidak sah yang
mengakibatkan ibadah yang dilakukan yaitu (shalaja tidak sah, sama halnya
dengan perkawinan menurut hukum Islam sahnya pémkawharus memenuhi
rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan,ktiterpenuhinya ketentuan-
ketentuan mengenai rukun dan syarat tersebut ale@mbomt suatu perkawinan
menjadi tidak sah. Tidak sahnya sebuah perkawiegartbtidak memiliki kekuatan
hukum karena perkawinan yang berlangsung tidakudialleh Negara. Oleh karena
itu rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhier@rkeduanya memiliki
kedudukan yang sangat penting dalam sebuah per&kawimak boleh ada yang
tidak lengkap atau diabaik&h.

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesiaaknatlanya Undang-
undang perkawinan nasional yang sekaligus menampmgsip-prinsip dan
memberikan landasan hukum perkawinan yang selam@enjadi pegangan dan
telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masgarakdangkan bagi golongan
orang-orang Islam harus di berlakukan hukum penkawiseperti yang telah

ditetapkan oleh undang-undang no 1 tahun 1974rtgqtarkawinan.

9 |dris RamulyoHukum Perkawinan IslanfJakarta : Bumi Aksara, 1996 ), 50

24



4. Tujuan Perkawinan

Setiap pekerjaan yang dilakukan pasti mngandungtuglemikian pula setiap
hukum yang diterapkan pasti mengandung tujuan [@e¢dagaimana hukum yang
lain ditetapkan, Islampun mensyariatkan perkawidangan tujuan-tujuan tertentu
pula.

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung padangiasasing individu
yang akan melakukannya, karena lebih bersifat &tibjplamun demikian, ada juga
tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua oxamg akan melakukan
perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan lgesejahteraan lahir batin
menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia daraakhi

Dalam referensi lain mengatakan bahwa Tujuan pene@awmenurut agama
Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalangkarmmendirikan keluarga
yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonisndal@nggunakan hak dan
kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinyagtreya ketenangan lahir dan batin
disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir datmioya, sehingga timbullah
kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keludrga.

Adapun tujuan perkawinan secara rinci dapat dikexkak sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan sekghido seksualitas)

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan mjegnmenginginkan
hubungan seks, hal ini disebabkan karena sudahadiditfah manusia dilengkapi
dengan kecenderungan seks (libido seksualitash Kaleena itu Allah menyediakan
wadah yang legal untuk terselenggaranya penyal@sebut yang sesuai dengan

derajat kemanusiaan yaitu dengan adanya perkawswpaya tidak terjadi

*0 Slamet Abidin, AminuddinFigih Munakahat {Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10-12
*1 Abd. Rahman GhazalQp Cit, 22.
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penyimpangan, tidak lepas bebas begitu saja sehinggna-norma adat istiadat
dan agama tidak dilanggar.

Akan tetapi perkawinan tidaklah semata-mata dimdkaa untuk
menunaikan hasrat biologis tersebut. Kalau hanya ntaka tujuan perkawinan
memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yangatiaoleh ilmu biologi yaitu
mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar mémkabutuhan reproduksi
generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam melipuitiaspek yaitu?

a) Aspek Personal

b) Aspek sosial

c) Aspek ritual

d) Aspek moral

e) Aspek Kultural.

2. Memperoleh keturunan
Sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendikambketurunan untuk
meneruskan kelangsungan hidup. Akan tetapi, peketahui bahwa, mempunyai

anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amana@dlah SWT.

Firman Allah dalam surat Asy-Syura: 49-50:
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“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, di@nciptakan apa yang dia
kehendaki. dia memberikan anak-anak perempuan &epapa yang dia kehendaki
dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yaagkehendaki, Atau dia

menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan peremp{k@pada siapa) yang
dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapagyalia kehendaki.

Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kudsa”
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52 http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/Gdah-kaidah-pernikahan. htmiakses di
NAYZA NET, Jin. Kolonel Sugiono 3B, pada hari ming@3 Mei 2009, pkl. 11.00 WIB

3 0p.Cit.390
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3. Menjalankan Perintah Allah SWT
Allah memerintahkan pada kita untuk menikah apalédah memiliki
kemampuan lahir dan bathin. Hal ini sesuai dengamah Allah SWT pada surat

An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

oA e s Al 5’; — A - . PR , - Ko s £
5 1450 of memylls 3ls Gn enbally 3K adNT 1,550l
= (- ? _sge s 7 sge s 72
D2 o3 BTy aliad e ST L
“‘Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian dianteamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamg leaki dan hamba-hamba
sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin All@n anemampukan mereka
dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberiga)MNagi Maha Mengetahui”.
4. Mengikuti Sunnah Nabi
Nabi Muhammad SAW. Menyuruh kepada umatnya untuknikaé

sebgaimana disebutkan dalam hadis:
e i Al den alug ade ) Lo ol O Ade A ) iy Al L o) il o

u-“.-.‘-‘ég:‘&-“CP‘v‘éJC}‘éf'm‘GJﬁiJJﬁiJ€J*4;JPUiJuL4§u;g-.‘g2dﬁ

54.‘-’;‘

“Dari Anas bin Malik ra: setelah beliau memuji darenyanjungnya, beliau
bersabda: akan tetapi saya shalat, tidur, puasamdagawini beberapa wanita,
barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, udiealah dari golongankur®
5. Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agamlam
membolehkan seorang muslim menikahi perempuanidaistkatolik atau hindu.

Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikalgatepria Kristen, Katolik,

atau hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan kapam umumnya pria itu lebih

>4 Op. Cit. “Al Bukhari, Al-Hadis As-Syatif22376
%5 Op. Cit. Tarjamah Bulughul Maram Min Adillatil Ahid, 489
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kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Dgagitu, pria adalah sebagai
kepala rumah tanggé.
Sedangkan filosof Islam Imam Ghazali membagi tujudan faedah
perkawinan kepada lima hal, seperti beriut.
1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangaang&turunan
serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang basisanpartdari
masyarakat yang besar di atas dasar kecintaanag@dmdayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeghjpipan yang
halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab
C. Pencatatan Perkawinan
Secara eksplisit memang tidak satupun nash bagluedn maupun hadis yang
menyatakan keharusan adanya pencatatan perkavwARan.tetapi dalam kondisi
seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan mengatiuah keharusan bagi
seseorang, hal ini disebabkan karena banyak sekallharat yang akan ditimbulkan
jika tidak dilakukan pencatatan.

Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan daps¢é mungkin harus

dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedahyfki@p berbunyi :
%) 3 el
“Kemudharatan harus dihilangkan”
Jika kita telaah persoalan pencatatan perkawinageitara mendalam, akan
ditemukan nash yang mengingatkan agar dalam setagaksi / perjanjian itu
dilakukan pencatatan, Hal ini sesuai dengan bunyiah Allah didalam surat al-

Bagarah ayat 282 yang berbunyi :

*’Slamet Abidin, AminuddinFigih Munakahat I(Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 12-18
" Moh. Idris RamulyoHukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tah874 Dan
Kompilasi Hukum IslanfJakarta: Bumi Aksara, 2004), 26-27.

*8 Moh. Adib Bisri, Terjemahan Faraidul BahiyyafiMenara Kudus :1977), 21
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bemnalah®® tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mekaisya. dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya delngaar. dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajaykarmeka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itugmeakkan (apa yang akan
ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada WMfauhannya, dan janganlah ia
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika ybBathutang itu orang yang
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia irisetidak mampu
mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkaengan jujur. dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari oraarggdelaki (di antaramu).”

Ayat diatas jika kita membaca sepintas bukan baraidentang persoalan
pencatatan nikah akan tetapi paling tidak yang dipahami dari ayat ini adalah
Allah melalui firmannya diatas berusaha menutupusekemungkinan yang akan
membawa kemudharatan. Pencatatan perkawinan meampaérbuatan hukum
yang penting karena akan menjadi bukti bila tereigingkaran tentang adanya
perkawinan tersebut. Bila transaksi jual beli $geus dicatat dalam hukum Islam,
apalagi perkawinan yang akan banyak menimbulkan dwk kewajiban, tentu
memerlukan pencatatan pula.

Di masa lalu belum ada ketentuan pencatatan penkawdikarenakan pada
masa itu belum dirasakan arti pentingnya pencatatieah, hal ini dikarenakan

disamping tingkat keber-agamaan dan amanah terladgdyaga perkawinan cukup

tinggi, tingkat penyelewengannya juga relatif kecil

> Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang pigtatau sewa menyewa dan sebagainya.

29



Sementara untuk kondisi sekarang, tidak mungkim $afpuah perkawinan
dilangsungkan tanpa adanya pencatatan. Banyaki shajelewengan yang telah
dilakukan, dimana konsekuensinya adalah ada piwdgntu yang akan dirugikan.
Oleh karena itu untuk mengantisipasi semua kematdraryang akan timbul, perlu
dibuat aturan-aturan yang mengikat sehingga serentuk kesewenang-wenangan
dapat dihindari semaksimal mungkin.

1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan di Indonesia senantiasa dndojak yang menarik
untuk dibahas, hal ini disebabkan karena adanylabar macam pendapat yang
senantiasa muncul. Berdasarkan kitab-kitab yangdidign pedoman oleh
departemen Agama untuk menyelesaikan perkara daigkungan Peradilan tidak
terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah saat sganya perkawinan adalah
adanya pencatatan, baik itu sebagai syarat sahunasgbagai syarat pelengkap,
akan tetapi hampir setiap peraturan perundang-gasiarNegara menyatakan
dengan jelas tentang berbagai hal yang berkaitagatepencatatan perkawin@n.

Adapun peraturan perundang-undangan yang di jadidasar hukum
pencatatan perkawinan yaitu :

UU No. 1 tahun 1974 pasal 2, yang berbhyi
1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurktirhumasing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan pegang-undangan yang
berlaku.

% Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonési@Bandung : Pustaka Bani Quraisy,
2005), 69
®.UuU NO. 1 Tahun 1974

30



Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1875

pasal 2 ayat (1) :
“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsumgkerkawinannya
menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pensalb@gaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentanga®aan Nikah, Talak
dan Rujuk”.

Pasal 11 ayat (3):

“Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka vpieda telah tercatat
secara resmi”.

Juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitudepat pad% :
Pasal 5 ayat (1):

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyatd&am setiap perkawinan
harus dicatat”.

Pasal 5 ayat (2):

“Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1)ukakoleh Pegawai Pencatat
Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22/3846U No. 32/1954.”

Pasal 6:
1) Untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 5, setagawinan harus
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasgewie Pencatat
Nikah.
2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Padaerecatat Nikah
tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 ayat (1):

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nika&ng dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah”

Dari beberapa ketentuan pasal diatas dapat diskapubahwa eksistensi
pencatatan perkawinan dari segi hukum sudah sa&ugatsekali hal ini nampak

secara jelas dalam bunyi KHI pasal 6 ayat (2) yaegyatakan secara tegas bahwa

2pp NO 9
B KHI

31



perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegd®amcatat Nikah tidak
mempunyai kekuatan hukum.

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengaatptm suatu peristiwva
hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya pencatdiam hal kelahiran,
kematian yang dinyatakan ke dalam daftar pencatgtary disediakan secara
khusus®*

Pada dasarnya fungsi pencatatan perkawinan padaadgmpencatatan sipil
adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinatituk membuktikan bahwa
dirinya benar-benar telah melakukan perkawinan aerspseorang. Sebab adapun
salah satu bukti yang dianggap sah sebagai butiiyybayyinah syariyyah)
adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Ned@ataka pernikahan dicatatkan
pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseoe&aty memiliki sebuah dokumen
resmi yang bisa ia jadikan sebagai alat bukti (bely) di hadapan majelis
peradilan ketika ada sengketa yang berkaitan depgamkahan, maupun sengketa
yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hakhasnak, perceraian, nafkah, dan
lain sebagainya.

Didalam UU No.2 tahun 1946 disebutkan bahwa tujuhcatatkannya
perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum ke#dertiban. Dalam
penjelasan pasal 1 ayat (1) UU tersebut disebukéimva “ Menurut agama Islam
nikah, talak dan rujuk dicatat agar mendapat kéasokum”.®

Selain itu di dalam Kompilasi Hukum Islam diselartkbahwa tujuan
pencatatan yang dilakukan dihadapan dan di bawabapeasan Pegawai Pencatat

Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawirgan ditegaskan bahwa

%4 M. Idris RamulyoHukum Perkawinan Islan{Cet. V; Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 180
% Khoirudin Nasution, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Pediagan Hukum
Perkawinan di Dunia Muslim”(Yogyakarta: Tazzafa, 2009), 336- 338
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Perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencati&iahN tidak mempunyai
kekuatan hukum, perkawinan hanya dapat dibuktikeangdn Akta Nikah yang
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nil4h.

3. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidupameaudalam pergaulan
atau bermasyarakat yang sempurna. Bukan saja pedwvtu satu jalan yang amat
mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dmketurunan, akan tetapi
perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jakmujn perkenalan antara satu
kaum (keluarga) dengan yang lainnya. Pernikahaa jmgrupakan suatu pokok
yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yangnya akan menjadi anggota
dalam masyarakat yang besar.

Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peratyang berlaku (pasal 2
ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 198B4yi mereka yang
melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatddakukan di Kantor
Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Hikthiristen, Budha,
Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatgmnl $KCS).

Meski sebuah perkawinan dilakukan menurut Agamakeégercayaan, namun
di mata Negara perkawinan tersebut dianggap tigdk j&ka belum atau tidak
tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantata@an Sipil (KCS), adapun
dampak yang di timbulkan dari perkawinan yang titakatat yakni :

a. Perkawinan Dianggap tidak Sah / Perkawinan TidakmMie Kepastian

Hukum

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan IbiKeééuarga Ibu.

% Kompilasi Hukum Islam(Surabaya : Karya Anda, 1991), 20
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Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atarkpwinan yang tidak
tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga éhangmpunyai hubungan
perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 4%ariJndang-Undang
Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayatakada.

c. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisa
Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak teatadalah, baik isteri maupun
anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersdiak berhak menuntut
nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

D. ItsbatNikah

1. Pengertian ItsbatNikah

Menurut bahasatsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu katdasbat yang
merupakan masdar atau asal kata datstyatd yang memiliki arti “menetapkan”,
dan kata hikah’ yang berasal dari katanakaha yang memiliki arti “saling
menikah”, dengan demikian katatsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan
pernikahan”®’

Menurut Peter Salim katesbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang
kebenaran nikaff Sedangkan didalam kamus besar bahasa Indottsbiat
diartikan "penyungguhan” yaitu berupa penetapanaten kebenaran (keabsahan)
terhadap sesuatu, jadi menurut kamus besar bamasmesia yang dimaksud
dengantsbatnikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsaleu perkawi

2. Prosedur ItsbatNikah

Aturan Pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat dtsar adanya sebuah

peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasaskaran yang ditentukan oleh

7 Ahmad Warsono MunawiiAl-Munawir Kamus Arab-Indonesia, hal 145
% Dep.Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahdsaesia, hal 339
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Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yaatudoleh Negara yaitu tidak

dicatat oleh PPN yang berwenang.

Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikahat nikah sama

halnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkemdata yang laffi, yaitu

sebagaimana di jelaskan didalam buku Peradilan Aganmindonesia di paparkan

secara jelas tentang tata cara berperkara di pgagadjama yaitu®

1.

Penggugat atau pemohon datang ke bagian pendafter&ara Pengadilan
Agama, untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mergajugugatan atau
permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diafldtam bentuk surat atau
secara lisan, atau juga dapat dengan menggunakesa Kang telah ditunjuk
kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa lmukfaitidentitas diri
(KTP);

Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya srggperkara (pasal 121
ayat (4) HIR);

Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatzadk bagian berperkara
sehingga gugatan secara resmi dapat diterima daaftatkan dalam buku
register;

Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepadaakBengadilan Agama dan
diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkaraddantukan hari sidangnya;
Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Haking y&an mengadili dan
menentukan hari sidang;

Hakim ketua atau anggota majelis Hakim (yang akamariksa perkara)

memeriksa kelengkapan surat gugatan;

%9 Atik Faturrahmaniyawawancara, (Malangsenin , 12 Juli 2070
0 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Di IndonesigMalang: UIN MALANG PRESS, 2008), him.

217
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7. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengambavea surat panggilan
sidang secarat patut;
8. semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalanta B&cara Persidangan
(BAP).
3. Syarat-syarat Itsbat Nikah
Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukanopenan itsbat nikah
antara laift* :
Suami atau istri
Anak-anak mereka

Wali nikah
Pihak-pihak yang berkepentingan

00T

4. Sebab-sebab Itsbat Nikah
Adapun permasalahan perkawinan yang dapat diajuitsipatnya ke
Pengadilan Agama, yaitu terbatas mengenai bebeedpgaitu? :

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian pésicera

Hilangnya Akta Nikah;

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salalsgatat perkawinan;
Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunydaog-undang No. 1
Tahun 1974,

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tida pugrya halangan
perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974.

cooy

E. Hakim dan Kekuasaanya

Didalam Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bamdanésia adalah
Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebif saah satu prinsip Negara
hukum adalah adanyan jaminan penyelenggaraan lkakuakehakiman yang
merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya men@gakkan hukum dan

keadilan’®

L Op. Cit,Departemen Agama RBahan Penyuluhan Hukurh67
20p. Cit,Departemen Agama RBahan Penyuluhan Hukum, 167
'3 Erfaniah Zuhriah, “Peradilan Agama Di Indonesi@alang, UIN PRESS, 2008), 35
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Hakim merupakan unsur utama dalam sebuah lembagga&itan. Demikian
halnya, keputusan Pengadilan diidentikkan denggutkean hakim. Oleh karena
itu penegakan hukum terletak pada kemampuan hakatamd merumuskan
keputusan yang mencerminkan keadilan.

1. Pengertian Hakim

Secara bahasa kata hakim berasal dari bahasa Analhgkamyang berarti
menghukumi, jadi kalau hakim memiliki arti oranghgamenghukumi.

Menurut Yahya Harahap didalam bukunya yang berjutikiedudukan
Kewenangan Dan Acara Peradilan Agadmaengatakan bahwa yang dimaksud
dengan hakim adalah orang yang mengadili perkaraP@hgadilan ataupun
Mahkamah)* Pernyataan ini sesuai dengan bunyi pasal 11 Uadadang No. 7
Tahun 1989 yang mengatakan bahwa "Hakim adalalbg@ejpang melaksanakan
tugas kekuasaan kehakiman”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengkimhadalah seseorang
yang ditunjuk dalam hal memeriksa, mengadili peakaerkara baik perkara perdata
maupun pidana yang masuk ke Pengadilan atau Maltkama

2. Syarat-syarat Hakim

Didalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentangdiara Agama telah
terangkum tentang syarat-syarat agar seseorang damagkat menjadi hakim
dilingkungan Peradilan Agama. Adapun syarat-syeraebut adalaf:

Warga Negara indonesia,

Beragama Islam;

Bertagwa kepada Tuhan YME;

Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

Sarjana hukum atau Sarjana Syari'ah yang menguasséng hukum
Islam;

PO T®

M. Yahya Harahap,Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agamakarta :
Sinar Grafika, Cet. IV, 2007), 117
®bid, 11
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f. Sehat jasmani dan rohani;

g. Berwiawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;

h. Bukan bekas anggota organisasi massa terlararggoérseg yang terlibat

langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI.

Sedangkan dalam literatur-literatur fikih, paraiahémberikan syarat-syarat
tertentu bagi mereka yang ingin mendaftarkan dairsgbagai seorang hakim.
Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

a. Laki-laki yang merdeka,;

b. Berakal;

c. Beragama Islam;

d. Adil;

e. Mengetahui Pokok hukum dan Cabang-cabangnya;

f. Mendengar, melihat dan tidak bisu.

F. Putusan Hakim

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan sebuosdraksi dengan
sesamanya. Dan proses interaksi itu tidak selambesjalan dengan baik, namun
ada kalanya dihiasi dengan konflik horizontal sghandalam kasus ini diperlukan
adanya suatu institusi yang menjadi pemutus konéilsebut. Dalam kehidupan
bernegara, institusi ini menjelma dalam bentuk Lagablembaga peradilan.

Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya adahsapokok yang dicari
para justiabalance (pencari keadilan) yaitu Putldakim. Untuk lahirnya sebuah
putusan diperlukan beberapa prosedur tententuadiamerbagai jenis putusan yang
akan dilahirkan dari dunia peradilan. Untuk dapangetahui bentuk putusan
Peradilan Agama dapat merujuk pada ketentuan-ketenyang terdapat didalam
pasal 57 ayat (2), pasal 59 ayat (2), pasal 6@l ffds pasal 62, pasal 63dan pasal
64. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat diakdsimpulan bahwa produk

keputusan hakim dari hasil pemeriksaan perkaraediig|angan yaitu ada 2 berupa

putusan dan penetap&h.

® Ibid, 305
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1. Putusan
a. Pengertian Putusan

Putusan dalam bahasa Belanda disebut demwganis sedangkan dalam
bahasa Arab dikenal dengahqada’y yaitu produk Pengadilan Agama karena
adanya dua pihak yang berlawanan. Produk Pengagklayacam ini biasa dikenal
dengan istilaljurisdiction cententioséProduk Peradilan yang sesungguhnya).

Didalam buku lain dijelaskan bahwa putusan adaksmyRtaan hakim yang
dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan blgkim dalam sidang terbuka
untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkagatgn (kontentius}

b. Macam-macam Putusan

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengatcaraeterperinci.
Diberbagai literatur, pembagian macam atau jenistuganm terdapat
keanekaragaman. Akan tetapi kalau dilihat dari $eggsinya dalam mengakhiri
perkara maka putusan itu dibagi menjadi dua magaity :

v Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri p&ssem di Persidangan,
baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaanpamawang tidak/belum
menempuh semua tahap pemeriksaan. Contoh putusandy@tuhkan sebelum
sampai akhir dari tahap-tahap pemeriksaan akanpitetelah mengakhiri
pemeriksaan adal&h
* Putusan gugur;
* Putusan verstek yang tidak lanjut ke verzet;

e Putusan tidak menerima;
e Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidalebarvg memeriksa.

" Roihan A. Rosyid, Mukum Acara Peradilan AgarhigJakarta : Cet. Ke VI; Rajawali Pers, 1998),
193

8 Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata(Yogyakarta : Cet. Ke VI; Pustaka Pelajar, 2091

" Op. Cit, 269
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v Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan mdsallam proses
pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlgatannya pemeriksaan.
Putusan Sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetegn &erpengaruh terhadap arah
dan jalannya pemeriksaan. Putusan Sela dibuatts@otusan biasa tetapi tidak
dibuat secara terpisah melainkan ditulis di daleentB Acara Persidangan (BAP)
saja. Putusan Sela tidak dapat dimintakan Bandeayd&i bersama-sama dengan
putusan akhir, pasal 210 RBG./pasal 9 ayat (1) Wchdl 20/1941. Adapun hal-hal
yang menurut hokum acara perdata memerlukan PuSslarantara laffi

e Tentang pemeriksaan Prodeo;

» Tentang pemeriksaan Eksepsi tidak berwenang;
* Tentang sumpaBuppletoir;

» Tentang sumpabecisioir;

* Tentang sumpafhaxatoir (Penaksir);

* Tentang gugat Provisionil;

» Tentang gugat Insidentil (Inventaris).

c. Bentuk dan Is putusan
Bila diperhatikan secara keseluruhan, suatu potusalai dari halaman
pertama sampai halaman terakhir, adapun bentuksdpotusan Pengadilan Agma

adalafi*:

e Bagian kepala putusan;

* Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis @erkar
* Identitas pihak-pihak terkait;

e Duduk perkarannya (bagian posita);

» Tentang pertimbangan hokum;

» Dasar Hukum;

e Diktum atau amar putusan;

* Bagian kaki putusan;

* Tanda tangan Hakim dan Panitera serta perinciambia

8 0Op. Cit. 270
8. Roihan A. Rosyid, Op. Cit. 194
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d. Kekuatan Putusan
Putusan Pengadilan mempunya 3 kekuatan ¥aitu

1) Kekuatan mengikatb{ndence kracht yaitu putusan hakim yang mengikat para
pihak berperkara dan yang terlibat dalam perkaszbeit.

2) Kekuatan buktijewijzende kracht yaitu dengan putusan Hakim maka telah di
peroleh kepastian tentang sesuatu yang terkandigadaohputusan itu. Dan
keputusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran symtg termuat didalmnya.

3) Kekuatan eksekusiekecutoriale kracht yaitu kekuatan untuk melaksanakan
apa yan telah ditetapkan dalam putusan itu seekisamleh alat-alat Negara.

2. Penetapan
1. Pengertian Penetapan

Penetapan disebut dengalnisbat (Arab) ataubeschiking(Belanda), yaitu

Produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradyang sesungguhnya

(urisdiction voluntarig dikatakan bukan peradilan sesugguhnya karenanalisa

hanya ada pemohon untuk ditetapkan tentang sessatlangkan dia ia tidak

berperkara dengan law&n
2. Macam-macam Penetapan
Apabila dilihat dari sisi kemurnian voluntaria dauatu penetapan, maka
penetapan disini dapat di bagi menjadi 2 macam¥ait

* Penetapan dalam bentuk murni voluntaria
Yang diaksud dalam hal ini adalah perkara yangifagtsgdak berlawanan dari
para pihak. Adapun ciri-cirinya adalah :

1. Merupakan gugatan secara “sepihak”, hanya terditrigkmohon saja.
2. Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu perseiagke

3. Petitum dan amar permohonan bersitiKiatoir”.

* Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria.

8 Erfaniah Zuhriah, Op. Cit. 277

8 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia(Jakarta : Cet. Ke 1V; Rajawali Pers, 2003),
255

8 Erfaniah Zuhriah, Op. Cit, 279
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3. Kekuatan Penetapan
Adapun kekuatan penetapan hanya berlaku untuk lp@meendiri, untuk
ahli waris dan untuk orang yang memperoleh hakpddanya.
G. Sumber Hukum Yang Digunakan Hakim

Dalam dunia Hukum Peradilan, termasuk juga Penmadilgama (PA), secara
garis besar terdapat dua klasifikasi sumber hokangyigunakan sebagai rujukan
oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yaitober hokum materil dan
sumer hokum formil (hokum acar®).

Adapun sumber hokum Materil Peradilan Agama adalakum Islam yang
kemudian sering didefinisikan sebag@gh yang sudah barang tentu rentang
terhadap perbedaan pendapat. Hukum materil Panadigmma pada masa lalu
bukan merupakan hukum tertulis (hokum positif) nmdan masih tersebar dalam
berbagai kitaldfigh karya ulama, karena tiap ularhagohapenulis kitab-kitalfigh
tersebut berlatar belakasgsiokulturalyang berbeda sehingga sering menimbulkan
perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang, sggma mengeliminasi
perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hokuna malkum materil tersebut
dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peratuperundang-undangan. Adapun
hukum materil yang digunakan didalam Peradilan Agaatalah :

UU No. 22 Tahun 1946;

UU No. 23 Tahun 1954;

UU No. 1 Tahun 1974;

UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006
PP No. 45 Tahun 1957;

PP No. 9 Tahun 1975;

PP No. 28 Tahun 1977;
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukurans(KH]).

ONOOR~WNE

Sumber hukum formil yang berlaku di Peradilan Agadalah sama dengan

yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kedathal yang telah diatur

% Basiq Djalil, ‘Peradian Agama di IndonesgjgJakarta : Kencana, 2006), 147
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secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU N@aBun 2006 tentang
Peradilan Agam& Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingaang
Peradilan Umum diberlakukan pula untuk lingkungaamagdilan Agama, adapun
hukm formil yang dipakai adalah :

Reglement of de Burgerlijk Rechtsvorder{BgRvV);
Bugerlijke Wetbook voon Indonegi W);
Inlandsh Reglemert.R);

Rechtsregement voor de BuitengewefRBQ);
Wetboek van Koophand@VvK);

Peraturan Perundang-undangan
Yurisprudensi;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI;

lImu Pengetahuan.

CoNooRWNE

8 |pid. 152-153
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BAB |11

METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah satu faktor sangat pentiaamd sebuah
penellitian. Metode yang digunakan atau dipilihusaberhubungan erat dengan
prosedur, alat, serta desain penelitian yang dikamasebab berhasil atau tidaknya
suatu penelitian tergantung pada tepat dan tidakretade yang digunakan.

A. JenisPendlitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian
sosiologis (empiris) yaitu penelitian berdasarkaktd sosial. Karena penelitian ini
dilakukan dilingkungan tertentu, yakni hakim dilkummngan Pengadilan Agama
Bangil, serta didukung dengan literatur-literatang berkaitan dengan penjelasn

tentang itsbat nikah. Penelitian pada umumnya jpemuuntuk mendeskripsikan
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secara sistematis, faktual dan akurat terhadam faagiulasi atau daerah tertentu,
mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktorttakertentif’

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengungkagbagaimana pandangan
hakim, metode-metode dan tata cara hakim Pengadiama Bangil dalam
penetapan terhadap perkara itsbat nikah pada geanggtelah meninggal dunia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara dalam mengaglehealitian®® Adapun
dalam penelitian ini pendekatan yang digunakanafdpéndekatan kualitatif yang
menghasilkan data deskriptif.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai phse
penelitian yang menghasilkan data deskriptif belkaia-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dianfat¥ang diteliti dan dipelajari adalah obyek
penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut menmgeanusia atau menyangkut
sejarah kehidupan manusfa.

Pendekatan kualitatif yang menghasilkan data detskriini bersifat
menggambarkan / menguraikan sesuatu hal sesuaiadgaya dari tulisan /
ungkapan dan tingkah laku yang dapat di obsefvasi.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pandargdmm terhadap perkara

itsbat nikah yang dilakukan pada orang yang telahinggal dunia.

87 Bambang Sunggono,Metodologi Penelitian Hukum®(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003).35

8 Suharsimi ArikuntoProsedur Penelitian : Suatu Pendekatan Prak{d#karta : Rineka, 2002), 23

8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002). 3

% Saifullah, ‘Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Bagian(Kalang: Depag. UIN, 2003). 31

L Tim dosen Fakultas Syari'ah, Buku Pedoman Penuligaya lImiah, (Malang : Fakultas Syari’ah

UIN, 2005), 11.
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C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yaggndkan oleh peneliti
diantara adalah dengan pengamat@bsgrvas, wawancara ifterview) dan
dokumentasi.
1. Pengamatarbservasi
Metode ini bertujuan untuk memahami suatu caraphaiti pandangan orang-orang
yang terlibat didalamnya yang mana hal ini mencapgkga aspek yaitu apa yang
dikerjakan, apa yang di ketahui, dan benda-bendaapg digunakarf

Dengan demikian peneliti harus membandingkan dasil pengamatan di
lapangan dengan hukum-hukum dan undang-undang tgakgit dengan itsbat
nikah.
2. Wawancaraiterview)
Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuidapatkan keterangan
secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitukumengumpulkan keterangan
tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapegka® Dengan cara
bercakap-cakap berhadapan muka langsug dengan geargy menjadi subyek
penelitian >

Dalam hal ini adapun wawancara yang dilakukan pleheliti yaitu kepada
hakim Pengadilan Agama Bangil.
3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang diganakiak mengumpulkan

data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalahatea tertulis yang isinya

2 Bambang Sugond/etode Penelitian Hukun@Jakarta : PT. Raja Graffindo, 2003), 44.

% Burhan Ashshotayletode Penelitian Hukun@Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), 95

% KoenjaraningraMetode Penelitan Masyarakdfakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: 1997).
129
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merupakan pernyataan tertulis yang disusun oletbdga yang bersangkutdh.

Dokumentasi sebagai pendukung data penelitian, rdimdapat berupa catatan

transkip, surat kbar, majalah dan sebagainya.

Menurut Suharsimi Arikuntp metode dokumenter adalah mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatamskrip, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, dan sebagaitiya.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat peatarg debuah penelitian.
Sumber data adalah subyek dari mana data dipetoleh.

a. Sumber data primer adalah data-data yang langsamgumber pertam&Jadi
data primer merupakan data yang diperoleh secargsuag dari sumber
pertama di lapangan berupa hasil wawancara langslanginforman yang
diteliti. Subyek penelitian disini adalah pandandekim Pengadilan Agama
Bangil terhadajtsbat nikah orang yang telah meninggal dunia. Adapunbsrm
yang peneliti ambil adalah para hakim di lingkunga@mgadilan Agama Bangil.

b. Sumber data sekunder adalah data-data yang dikkerpudiolah dan disajikan
oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh piéneari subyek penelitian.
Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokuresmi, buku-buku,
maupun hasil penelitian yang berwujud laporan. Alagiantaranya data-data
yang diperoleh yaitu dokumen-dokumen resmi darigBdilan Agama Bangil

serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalaranditeliti.

% Sedarmayantiyletodologi Penelitian(Bandung : Mandar Maju), 4

% Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitiah(Jakarta: Bina Aksara, 1989). 188

" Suharsimi ArikuntoQp.Cit, 107.

% Soerjono Soekant®enelitian Hukum Normat{flakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.
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c. Sumber hukum Tersier adalah sumber data penunjaegcakup bahan-bahan
yang memberikan penjelasan terhadap sumber datzempdan sumber data
sekunder, yang dalam hal ini meliputi kamus daikéoyedi

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam memperoleh data yang sah peneliti menggunakemgulasi.
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahamydatg memanfaatkan sesuatu
yang lain, di luar data untuk keperluan pengecelitau sebagai pembanding
terhadap data tersebut sehingga dapat disimpuéeara proposionaf?

Peneliti disini akan menggunakan dua trianggulasiny triangulasi dengan
sumber dan trianggulasi dengan metode.

1. Trianggulasi dengan sumber

Yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat reeyaan suatu
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat gyaverbeda dalam metode
kualitatif.***

Dari pengertian ini peneliti mengambil jalan yakrdengan cara
membandingkan data hasil pengamatan dengan dataMaasancara dengan para
hakim di pengadilan agama bangil, membandingkan yaey dikatakan orang
didepan umum dengan apa yang dikatakan secaradpriii@n membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang itenka
2. Trianggulasi dengan metode

Menurut patton (1987: 331) terdapat dua strateguyeengecekan derajat
kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapak tpemgumpulan data dan

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumbeletigizn metode yang sama.

% Bambang Sunggon@p.Cit, 114.

1901 exy J. MoleongMetodologi Penelitian Kulitatif edisi revisi(Cet; XXVI; Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

101 exy J. Moleonglbid, 330.
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Disini peneliti akan menggunakan strategi yang kegaitu mengecek data
hasil wawancara dengan orang yang satu denganyéaidangan menggunakan
pertanyaan yang sama.

F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempemystmahaman
maka dalam pengolahan analisis data, peneliti meraan :
1. Edit (Editing)

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadatan, berkas-berkas,
informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Pémaan tersebut terutama dari
segi kelengkapannya, kejelasan maknanya, kesessaré relevansinya dengan
kelompok data yang lain. Dalam hal ini, penelitinganalisis kembali data-data
yang sudah terkumpul baik dari wawancara maupunmektasi, apakah data yang
di peroleh sudah cukup baik dan dapat segera &amapntuk proses berikutnya.

2. Klasifikasi (Classifying

Klasifikasi data adalah mereduksi data yang ad@alercara menyusun dan
mengklarifikasikan data yang diperoleh didalam p@&dentu atau permasalahan
tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Klasifikeerupakan langkah
kedua dalam analisis data kualitatif.

Tujuan dari klasifikasi adalah agar benar-benar peoleh informasi yang
dibutuhkan dalam penelitian, Dalam hal ini peneltiembaca kembali dan
menela'ah secara mendalam seluruh data yang dperokemudian
mengklasifikasikan sesuai data yang dibutuhkan kunttempermudah dalam

menganalisis.
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3. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yarngkdkan peneliti untuk
memperoleh data dan informasi dari lapangan. Ddlahmni, peneliti melakukan
pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkamde kenyataan yang ada
dilapangan, untuk memperoleh keabsahan data.

4. Analisis Analysing

Analisis yaitu penyederhanaan data ke dalam beydnl mudah dibaca dan
diinterpretaasikan®® Adapun metode analisis data yang digunakan peaeltiah
analisis deskriptif kualitatif . Deskriptif kualiib adalah salah satu metode analisis
dengan cara menggambarkan keadaan atau statuseieaalangan kata-kata atau
kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori umhgmperoleh kesimpulan.

Dengan demikian dalam penelitian ini data yangrdiled melalui wawancara
atau metode dokumentasi, digambarkan dalam bemtiakkata atau kalimat, bukan
dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam panediatistik.

5. Kesimpulan Concluding

Merupakan langkah terakhir yaitu penarikan hasauakesimpulan suatu
proses penelitian dari data-data yang telah dialatuk mendapatkan suatu
jawaban. dalam tahap terakhir ini diharapkan pgnleisa memberikan jawaban

kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yangliglaparkan di latar belakang

192 Masri Singarimbun dkKyletode Penelitian survafJakarta : Pusaka LP3ES, 1995), 263
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BAB IV

PEMAPARAN DAN ANALISISDATA

A. Deskrips Objektif Pengadilan Agama Bangil

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Td94® menyatakan
dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama rakanpsalah satu lembaga di
lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkafging bersama Badan
Peradilan lainnya di lingkungan Peradilan UmumaBigan Tata Usaha Negara dan
Peradilan Militer.

Peradilan Agama merupakan Badan Peradilan pelakuakaan kehakiman
untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keaOd#agn rakyat pencari
keadilan suatu perkara tertentu antara orang-oyang beragama Islam di bidang
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakatagnfshodagah dan ekonomi
syari'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilamagersebut dimaksudkan

untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agitam menyelesaikan
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perkara tertentu, termasuk aturan pelaksanaanngta seemperkuat landasan
hukum Mahkamah Syari’ah dalam melaksanakan kewemaryq di bidang jinayah
berdasarkan ganun.

1. Sgarah Berdirinya Pengadilan Agama Bangil

Tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapadibgra Pengadilan Agama

Bangil sebab tidak ditemukan dokumen tentang bahianya saja pada tahun 1950
Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Mem{gama RI dengan Surat
Keputusannya Nomor: 199/A/B-16 tanggal 4 Septeni#50. Kemudian Surat
Keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut derjaat Keputusan Nomor : 5
tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952. Dengan demikiakansejak tanggal 1 Maret
1952 tersebut Pengadilan Agama Bangil mulai beriéks kembali melayani
masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan kegamg/a sampai sekarang.

2. Lokas Pengadilan Agama Bangil

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil tidak berlmsaemyan Pengadilan
lainnya yaitu berlokasi di serambi Masjid Jami’ Kd&@angil, Kemudian pada tahun
1980 semua Pengadilan Agama mulai diperhatikan glemerintah maka
dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletaldl.dLayur No. 51 Dusun
Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabap@ssuruan. Selanjutnya
pada bulan September 2006 operasional Pengadilam&dangil berpindah ke Ji
Raya Raci Bangil telpon [0343] 741552 Fax [0343%2@R2 ,E-mail PA Bangil @
Gmail .Com , status tanah pinjam pakai dari PertedrinDaerah Kabupaten
Pasuruan sebagaimana surat perjanjian bersama Nam®30/....../ SPJ/
424.022/26/2006 dan Nomor : LLA/13- A12/1248/ KI2XIl/2006, dengan
sertifikat Nomor : 4 / 1990 tanggal 6 Nopember 192@apun luas tanahnya 2950

m2 bangunan gedung seluas 711 m2 dengan AggdRsh ZD04- 2005, sedang
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bangunan pagar yang mengelilingi gedung tersebodindun dengan anggaran

DIPA tahun 2006, dan gedung arsip seluas 280 rb@ndun dengan Anggaran

DIPA tahun 2007.

3. Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan &daamgil didirikan
kembali berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nofmdahun 1952 yang isi dari
Penetapan itu diantaranya :

Pertama : Mencabut kembali surat putusan Menteama tanggal 4 Desember

1951
Nomor : 199/A/B-16 tentang penghapusan Peradigama di Bangil.

Kedua : Mendirikan kembali Pengadilan Agama di@bhtengan daerah hukum
yang sama dari Pengadilan Negeri di tempat itutter mulai tanggal 1
Maret 1952.

Ketiga : Menentukan bahwa mulai tanggal 1 Maré&2l@laerah hukum dari
Pengadilan Agama di Pasuruan adalah sama dengeahdagkum dari
Pengadilan Negeri Pasuruan.

Berdasarkan Keputusan tersebut, seharusnya yuriei&sgadilan Agama
Bangil adalah sama dengan yuridiksi pengadilan NeBangil yang meliputi
seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan (24 Kecamat&m) ini sesuai dengan
ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor ht&006 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Rmrad\gama yang
menyatakan bahwa : Pengadilan Agama berkedudukifnulibta Kabupaten / Kota
dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten faKakan tetapi faktanya

(defacto) yuridiksi Pengadilan Agama Bangil tidaéndkian, Pengadilan Agama
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Bangil hanya mewilayahi 11 Kecamatan dari 24 Ke¢damgang ada di Kabupaten

Pasuruan. Dengan demikian ada pertentangan amfa@aldan deyure.

Gambar Peta Wilayah Yuridiks Pengadilan Agama Bangil

4. Vis dan Misi Pengadilan Agama Bangil

Visi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bangil &ta mewujudkan
Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabahérmat dalam menegakkan
hukum untuk mencapai keadilan / kebenaran, ketertdan kepastian hukum yang
mampu memberikan pengayoman kepada masyarakati sdengan prinsip
peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepabidga ringan serta seksama
(cermat dan sewajarnya), mendapatkan kepercayddik garta mampu menjawab
panggilan pelayanan publik.

Adapun Misi dari Pengadilan Agama Bangil adalatagebberikut :
1. Menerima perkara dengan tertib, memeriksa perka&megah seksama dan

sewajamya, memutus perkara dengan cepat dan behamgga tercapai

putusan yang memenuhi rasa keadilan.
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Peradilan yang mandiri dan independen dari camgogan pihak luar serta
memperbaiki kualitas input eksternal pada proseadian.
Insitusi Peradilan yang efesien, efektif dan belitam serta melaksanakan
tugas kekuasaan kehakiman dengan bermartabatriiasedpisa dipercaya dan
transparan.
Memberikan bantuan kepada masyarakat pencari keadidengan
meningkatkan pelayanan prima .

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan dan umumat (soenyurat
perlengkapan rumah tangga kantor).

5. Tugas Pokok Pengadilan Agama Bangil

Sebagaimana dalam pasal 49 Undang-Undang Nomdmu® 2006 tentang

perubahan Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tgrRaradilan Agama, bahwa

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksamutus dan

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antarageosang yang beragama. Islam

dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wag&gzanfaq, sodagoh dan ekonomi

Syari’ah .

Disamping melaksanakan tugas pokok tersebut, P#&agadAgama,

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.

b.

Memberikan pelayanan teknis yustisial dan admasstkepaniteraan.
Memberikan pelayanan administrasi umum  dilingkungamternal
(Kepegawaian, keuangan, umum).

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasih&rngrnukum Islam pada
instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabilardansebagaimana pasal 52
ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 2006

Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pegah pembagian harta
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peninggalan diluar sengketa antara orang- orang Yemagama Islam yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimanardiatam pasal 107 ayat (
2) Undang - Undang Nomor : 3 tahun 2006.

e. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya sgpemyuluhan hukum,
pengambilan sumpah ru'yatul hilal, memberikan pdséingan hukum agama,
pelayanan riset / penelitian.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenRegagadilan Agama
tersebut di atas, Pengadilan Agama Bangil membagast para pejabat di
lingkungan satuan kerja sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua (Drs. H. Solihun, SH. / Ketua dan

Hj.Atiffaturrahmaniyah, SH. / Wakil Ketua)
Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggamemadilan dengan baik,
menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengaditgama, serta bertanggung
jawab atas terselenggaranya administrasi umum HEgagaAgama dengan
tertib, melakukan dan menjaga terpeliharanya husingntar instansi, baik
sektoral mupun lintas sektoral.

2. Hakim (Drs. H. Sarmin, MH., H. Moh. Yasin, SH., Dra. yami dan Dra
Hamimah)

Memeriksa dan mengadili, memutuskan serta menyk&sasetiap perkara
yang diberikan/diserahkan kepadanya berdasarkaetdan Majils Hakim.

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat prodpena jangka pendek
dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorgamisgsjaserta melaksanakan

tugas lain atas perintah Ketua Pengadilan.
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3. Panitera/Sekretaris (Hj. Siti Romiyani, SH. MH.)

4.

Bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayaslanis di bidang
administrasi perkara dan administrasi peradilamniga, serta pelayanan
administrasi umum kepada semua unsur di lingkungangadilan Agama
berdasarkan peraturan perundang-undangan yanduerla

Wakil Panitera ( Drs Surib Wahyudi,SH)

Membantu Panitera Pengadilan Agama dalam melakaanakembina dan
mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan tdimigmng administrasi
kepaniteraan perkara dan administrasi perkara settainistrasi peradilan
lainnya.

Panitera Muda

a. Panitera Muda Hukum (Moch. Muttagien, SH.)

Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkaemyajikan statistik
data perkara, menyusun/ membuat laporan perkarayimpan arsip berkas
perkara dan melakukan pengurusan administrasi pe@bihukum agama,
(penyumpahan ru'yat hilal dan pemberian keterangwsehat tentang
hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila rdaydan
menkordinator memasukkan data perkara baik pamggilaoib, jadwal
persidangan, pengaburan perkara putus yang sudedkbatan hukum tetap

serta tugas lain yang diberikan berdasarkan pamjperundang- undangan.

. Panitera Muda Gugatan (Hj. Nurjannah, SH.).

Bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya ashnaisi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan beekkara yang masih
berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengasalaia perkara

gugatan.
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c. Panitera Muda Per mohonan ( Sutaji, SH. ).
Bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya ashnaisi perkara,
mepersiapkan persidangan perkara, berkas perkagangasih berjalan dan
urusan lain yang berhubungan dengan masalah pgr&areohonan.
6. Panitera Pengganti
(Sutaji, SH., Hj. Nur Jannah, SH., Moch. Muttagi&H., A. Pudiono, SH.,
Zulkifri, SH., Naini Tiastuti, SH., Wiwik Umroh,SH.Agus Widyo Sutanto,
SH., Khoirudin, SH., dan Hj. Rosniah, SH.)
Membantu hakim/ Majlis Hakim dengan menghadiri daancatat jalannya
sidang serta membuat berita acara tentang semiséivparhukum yang terjadi
dalam persidangan perkara yang ditanda tangannti&ajlis hakim tersebut.
7. Juru Sita Pengganti ( A. Pudiono, SH., Zulkifri, SH., Agus Widyo Sutan
SH., Khoirudin, SH., Saodah Ema TS., dan Moch. dgitt, SH. serta
Benidictus Indra Cristyanto SE.).
Melakukan semua perintah yang berhubungan dengas-ttugas kejurusitaan
yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Hakimfu&eMajlis yang di
kordinasikan oleh panitera, didalam Wilayah hukuemdadilan Agama yang
bersangkutan.
8. Wakil Sekretaris (Agus Widyo Sutanto, SH.).
Membantu sekretaris Pengadilan Agama didalam meteksn, membina dan
mengawasi pelaksanaan tugas- tugas pelayanan attasniumum kepada
semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
9. KepalaUrusan.
a. Kepala Urusan Umum ( Khoiruddin, SH.)

Bertugas memberikan pelayanan administrasi umuradepemua unsur di
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lingkungan Pengadilan Agama kususnya yang berhwu®mngan kegiatan
penataan arsip, penataan persuratan, penataan rdang penataan
perpustakaan.

Kepala Urusan Kepegawaian ( Siti Novida Subiyanti,SH.).

Bertugas memberikan pelayanan administrasi kepagawepada semua
unsur dilingkungan Pengadilan Agama kususnya yamgutbungan dengan
urusan kepegawaian.

Kepala Urusan Keuangan (Siti Artaniyah,S Ag.).

Bertugas memberikan pelayanan administrasi keuake@eda semua unsur
di lingkungan Pengadilan Agama terutama urusanrigarg DIPA kecuali

biaya perkara/ uang titipan pihak.

6. Daftar Jumlah Perkara Yang Masuk Tahun 2008-2009

a. PerkaraYang Diterima Tahun 2008

No I;in | Igbat Cerai Cerai Harta Perwalian
Bulan poligami | nikah talak gugat | bersama
1. | Januari : 1 45 94 1 1
2. | February 2 - 38 76 - -
3. | Maret - - 24 61 - -
4. | April - 4 33 77 1 2
5. | Mei 1 2 49 69 - -
6. | Juni - - 40 82 - 2
7. | Juli - 3 34 58 - -
8. | Agustus 1 1 46 62 - -
9. | September 1 - 28 29 - 1
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10 | Oktober 2 2 61 111 - -
11 | November 3 3 48 92 1 1
12 | Desember - 2 33 89 - -
Jumlah 10 18 479 900 3 7
b. PerkaraYang Diterima Tahun 2009
No I_zin _ I§bat Cerai Cerai Harta Perwalian
Bulan poligami | nikah talak gugat | bersama
1. | Januari 2 1 53 110 - -
2. | February - 1 43 92 1 1
3. | Maret 7 1 38 76 \ -
4. | April 1 2 48 75 - 1
5. | Mei - - 43 87 - 2
6. | Juni 1 - 33 79 - -
7. | Juli 2 1 49 89 1 1
8. | Agustus - 5 38 72 1 1
9. | September - - 21 25 - 1
10 | Oktober 1 - 67 136 - -
11 | November 1 4 49 88 - -
12 | Desember 1 5 61 106 1 1
Jumlah 9 20 543 1035 4 8
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B. Deskrips Perkara Itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia
Nomor: 1019/Pdt.G/2009/PA.Bgl.
Penelitian yang peneliti angkat adalah sebuah kgaug pernah ditangani di

Pengadilan Agama Bangil, Adapun bunyi duduk perkiarakasus tersebut yaitu :

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohi@nenggal 20

Agustus 2009 yang telah terdaftar pada registdapardi Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bangil dengan Nomor Perkara : 1019/Pdt.G/E®OBgl telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikdtadap pernikahan
ayah pemohon yang bernama TASMAN (alm) yang memihggda tahun 1942
(tanggal dan bulan tidak diketahui) di kelurahamsik&n kecamatan Bangil
karena sakit dengan ibu Pemohon yang bernama : AWM (alm) BINTI
SIBUN (alm) yang telah meninggal pada tahun 1988dggal dan bulan tidak
diketahui) di kelurahan Pogar Kecaman Bangil karesakit, yang
dilangsungkan pada tahun 1926;

2. Bahwa semasa hidupnya TASMAN (alm) dan SUPIATUNmijaltelah
dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

a) RAMELAN BIN TASMAN(alm);

b) TUCHAH BINTI TASMAN;

c) ABDUROCHIM BIN TASMAN (Pemohon);
d) ACHMAD BAIDHOWI BIN TASMAN;

3. Bahwa anak pertama orang tua pemohon yang bernadAERAN BIN
TASMAN (alm) tersebut meninggal dunia pada tahu@6l8i Kelurahan Pogar
Kecamatan Bangil karena sakit, dan pada saat hydudra telah ikaruniai 4

orang anak masing-masing bernama :
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a) AINUN ZAHRIA BINTI RAMELAN;

b) YAYUK RODIA BINTI RAMELAN;

c) MUSRIFAH BINTI RAMELAN,;

d) MOHAMMAD YUNUS BIN RAMELAN;

. Bahwa pemohon tidak mengetahui secara pasti s@apg menjadi wali nikah,
apa status ayah dan ibu, berapa besar mas kawisiaaa saksi-saksi dalam
pernikahan orang tua pemohon tersebut;

. Bahwa yang pemohon ketahui adalah selama berumghaeedua orang tua
Pemohon tinggal di Timor Alon 392 Rt. 03 Rw. 03 HWehan Kersikan
Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan dikaruhi orang anak
(seagaimana dalam posita 2) hingga beliau wafat

. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak ada hubudgeah dan tidak
sesusuan serta memenuhi syarat/atau tidak adaygaramuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan Islam maupuratpem perundang-
undangan yang berlaku;

. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketaysg ynengganggu gugat
pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu puleolf@mtetap beragama
Islam;

. Bahwa Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkik améncari Buku
Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon baik di rumahupun meminta
bantuan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan BEagiipaten Pasuruan,
ternyata tidak dapat ditemukan;

. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahah &téks pernikahan
orang tua Pemohon adalah untuk memenuhi persygvateguruhan balik nama

status pemilikan rumah yang semula atas nama imoRFen BOK RAMELAN
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be

rupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bamguamah tinggal yang

terletak di Timur Alon 392 RT.03 RW.03 Kelurahan r&ikan Kecamatan

Bangil Kabupaten Pasuruan, luas 100m2 (sebagaiansantfikat yang

dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Agraria KabepatPasuruan Nomor:

40/G.S./1974) untuk diatas namakan Pemohon yalegakerdi Timur Alon 392

Rt

.03 RW.03 Kelurahan Kersikan Kecamatan Bangil ufelten Pasuruan

dengan batas-batas

Utara :Jalan Kampung;
Timur : Rumah Bapak Lutfi;
Selatan: Rumah Ibu Siti;

Barat : Rumah Ibu Gamar.

10.Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timihdtghkerkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohonkagfala Pengadilan Agama

Bangil segera memeriksa dan mengadili perkara selanjutnya menjatuhkan

penetapan yang amarnya berbunyi berikut

a)

b)

d)

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapakan oleh karena hukum, pernikahan orang Reanohon
(TASMAN dan SUPIATUN) yang dilangsungkan di wilaydecamatan
bangil Kabupaten Pasuruan pada tahun 1926 addiah sa

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya
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C. AnalisaData
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Tentang Itsbat Nikah
Terhadap Orang Yang Telah Meninggal Dunia

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat phling afdhal
dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormiedaena dengan perkawinan
inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari hal yatigaramkan oleh Allah.
Penghargaan Islam terhadap sebuah ikatan perkawamyat besar sekali, sampai-
sampai ikatan tersebut ditetapkan sebanding desggzaruh Agama.

Dalam suatu perkawinan terdapat syarat dan rukukap#nan guna
mewujudkan tujuan perkawinan supaya dapat tersdtea dengan baik, dalam
pelaksanaan suatu perkawinan syarat dan rukun wiedka harus diteliti tentang
kebenarannya karena syarat dan rukun perkawinalahag@nentu dari sah dan
tidaknya suatu perkawinan.

Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum yamgp tetaka harus
dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah, apaleitkawinan tersebut tidak
dicatatkan maka harus menempuh jalan permohonazat Kskah.

Itsbat nikah merupakan sebuah cara untuk menetagkdimya suatu
pernikahan, sebagaimana ketentuan-ketentuan hulung perlaku di Pengadilan
khususnya Pengadilan Agama.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapamgaitu di Pengadilan
Agama Bangil, penulis berhasil memperoleh jawabam adimusan masalah yang
sesuai dengan keinginan penulis yaitu tentang peyasahakim Pengadilan Agama
Bangil terhadap itsbat nikah pada orang yang telahinggal dunia, disini penulis
mewawancarai tiga hakim yaitu Ibu Hj. Atifaturrahmgah selaku wakil ketua,

Bapak H. Moh. Yasin selaku hakim anggota dan Iba. Briyani yang juga selaku
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Hakim Anggota, dari hasil wawancara pada ketigairhalersebut ada beberapa
pandangan hakim terkait dengan masalah itsbat npada orang yang telah
meninggal dunia yang penulis peroleh, hasilnya ga&b@an yang akan dipaparkan
dibawabh ini.

penulis menemui ibu atik pada hari senin tanggalul2010 di ruang kerja
beliau sekitar pukul 14.00 seusai melaksanakanashdiiuhur, ketika penulis
menayakan apa yang dimaksud dengan itsbat nikedubekenjawab :

“itsbat adalah kata yang diambil dari bahasa arabgyartinya adalah
pengesahan, jadi yang dimaksud dengan Itsbat Nékkttah Pengesahan
terhadap sebuah perkawinan yang belum tercatat ymtkawinan yang

memenuhi ketentuan hukum Islam secara materiil geeiveana dimaksud
pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 TdlRT4 tetapi tidak

memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat fgamg diatur pasal 2
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jada piagarnya sebelum
di itsbatkan perkawinan yang belum tercatat tenselanggap sudah ada
dan sah ketika syarat dan rukun perkawinan sudgertehi, hanya saja
tidak mendapat pengakuan dari Negara, maka untukdapatkan

pengakuan dari Negara perkawinan yang belum dicatati itsbatkah.**®

Sedangkan menurut Bapak Yasin, yang penulis tgpada hari Jum’at
tanggal 16 Juli 2010 bertempat diruang penerima@aiu tmengatakan :

“Itsbat nikah adalah pengesahan perkawinan yaagukbn dibawah tangan
atau yang lebih dikenal dengan nikah sirri bagi npg@han yang

dilaksanakan sebelum adanya UU. No. 1 Tahun 194, jikta yang di

itsbatkan adalah sebuah perkawinan yang dilaksansédlah adanya UU.
No. 1 Tahun 1974 maka penetapannya merujuk padaadtehatan si

pengaju itshat®

Bu sriyani yang penulis temui pada hari Jum’agtgat 16 Juli 2010 di ruang

kerja beliau mengatakan :

“ltsbat nikah adalah pengesahan atau penetapaadsgsuatu pernikahan
yang tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat

103 By Atik FaturrahmaniyyaawancaraBangil, 12 Juli 2010)
194 pak YasinWawancaraBangil, 16 Juli 2010)
195 By Sriyani,WawancaraBangil, 16 Juli 2010 )
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Selanjutnya penulis menanyakan apakah ada dampakdyaimbulkan dari
perkawinan yang tidak tercatat jika tidak di it#aet, bu atik menjawab:

“Pastinya adalah mbak dan banyak sekali dampak timegayang
ditimbulkan, seperti tidak mempunyai kekuatan huklanena dianggap
tidak pernah ada perkawinan, jadi dalam mengurlhdlayang berkaitan
dengan Negara seperti membuat akta kelahiran, mempersyaratan-
persyaratan haji dan mengurus perlengkapan adnaisiidiegara lainnya itu
tidak bisa, tidak dapat dijadikan alasan untuk megadkan perkawinan yang
baru sebagaimana diatur dalam pasal 24 UndangrAdndamor 1 Tahun
1974, tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhp@ana berdasarkan
ketentuan pasal 219 KUHP, tidak dapat dijadikaradastuk menuntut hak
oleh pihak wanita sebagai isteri juga anak-anaknya”

Tidak jauh berbeda dari jawaban bu atik, ketika uisnmenanyakan
pertanyaan yang sama yaitu apakah ada dampak yéngpbdlkan dari perkawinan
yang tidak tercatat jika tidak di itsbatkan Pak iiasenjawab :

“Perkawinan yang tidak dicatatkan sudah pasti malkn menimbulkan
dampak-dampak yang negative, kan kebanyakan sebagaiyang kita lihat
didalam ikatan perkawinan atau berkeluarga itui magtu saat akan ada
yang namanya masalah atau konflik, dan seandaiogélikk yang terjadi
dalam keluarga itu tidak selesai dan berbuntutgranyang pada akhirnya
sampai pada urusan yang membutuhkan keterlibatan deRagai
penyelesainya, maka perkawinan yang tidak tercatkk akan dapat
diproses karena pernikahannya di anggap atau iditidak memiliki
kekuatan hokum, dan dampak tersebut sangat buk#i gerutama bagi
kaum perempuan dan anak-anak/keturunan yang daagillari perkawinan
tersebut.”

Dari data diatas kemudian penulis menanyakan tgnthagaimana
pandangan hakim terhadap itsbat nikah pada oramg tgdah meninggal dunia, ibu
sriyani menjawab :

“Pandangan saya tentang itsbat nikah pada orangatug telah meninggal

dunia, bisa atau tidaknya melihat dari segi kepegain dan kemaslahatan si
anak yang mengajukan itsbat nikah terlebih dahjita, pengajuan itsbat

tersebut terkait dengan masa depan si anak, masamgmbutuhkan surat
nikah orang tuanya untuk membuat akta kelahiray atembutuhkan surat
nikah orang tuanya untuk mengurus harta warisan, ldem sebagainya,

maka itsbat nikah tersebut bisa saja dilakukan atiayproses dengan

mengutamakan kemaslahatan dari si pemohon itsbat”
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Sedangkan menurut bu atik pandangan beliau terhaslagt nikah pada
orang yang telah meninggal dunia, yaitu :

“Sebagaimana tercantum didalam UU yang mengatabwd itsbat nikah
itu dapat dilakukan pada perkawinan yang dilaksanaebelum terjadinya
UU No.l1 tahun 1974, akan tetapi tidak menutup kegkuman jika ada
perkawinan yang terjadi setelah adanya UU No.1raliv4 juga dapat di
itsbatkan, akan tetapi dalam pengajuan itsbat nikabebut hakim lebih
melihat pada kepentingan dan kemaslahatan orarggrgangajukan.
Pandang saya tentang itsbat nikah terhadap orang telah meninggal
dunia itu bisa saja diproses dan hal itu tidak edesalah, asal dengan
catatan si pemohon yang mengajukan itsbat tersém#& memenuhi
persyaratan-persyaratan formal.”

Tidak jauh berbeda dengan jawaban bu atik, pakyasngatakan :

“Pandangan saya terhadap itsbat nikah dimana yepgkdn adalah itsbat

nikah pada kedua orang tua yang telah meninggabdorenurut saya sah-

sah saja sepanjang dalam pengajuannya memenuhbt-syarat yang harus
dilenkapi”.

Dari pemaparan tentang pandangan para hakim terhtskmt nikah pada
orang yang telah meninggal dunia, peneliti kemubiaranya apa saja syarat-syarat
formal pengajuan itsbat nikah yang harus di lengl@deh pemohon, Bu Atik
menjawab :

“Syarat-syarat formalnya seperti menyerahkan KT&hgrtua (almarhum),
Kartu Keluarga, dan Kartu keterangan dari kepakadeang menerangkan
bahwa kedua orang tua pemohon benar-benar suaiii ist
Sedangkan menurut bapak Yasinn:
“Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohaitu ymenyerahkan
fotocopy KTP orang yang akan itdbakan perkawinannya, selain itu
pemohon juga harus dapat mengetahui secara paststapus orang tua
sebelum menikah, siapa tahu waktu menikah bapglersiohon berstatus
suami orang atau sebaliknya, pemohon juga harugetemi siapa yang
menjadi wali dan juga siapa saja saksi-saksi yatay dalam perkawinan
orang tuanya”

Dari data diatas peneliti kembali menanyakan bagaandengan putusan
hakim yang mana didalam hasil putusan tersebut raegkan bahwa syarat-syarat

yang diajukan oleh pemohon hanya berupa suratdeegan kematian saja tidak ada
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yang lain, dan didalam putusan tersebut penelgajmembaca bahwa pemohon
mengaku tidak tahu apa status kedua orang tuantylea keenikah, siapa yang
menikahkan, dan siapa saksinya. Bu Atik menjawab :

“Sebenarnya KTP, KK, dan surat keterangan dari kepe&sa itu harus ada
mbak, karena itu merupakan data penting yang hdilasnpirkan dalam
pengajuan itsbat nikah tapi dalam memutuskan parikarbisa diproses atau
tidak kembali kepada kemaslahatan pencari keaditm kebijakan hakim,
kalau tentang status orang tua sebelum menikahaga, siapa yang
menikahkan, dan siapa saksi itu benar-benar tidglatddiberikan, mungkin
sudah tidak bisa didapat sebab yang mengetahuhahaitu, baik yang
menikahkan ataupun saksi sudah meninggal solusikumengatasi hal
tersebut maka hakim dalam memutuskan merujuk patai-saksi yang
diajukan oleh pemohon. Selain itu hakim juga bisarujuk pada bukti
terbalik, yaitu bukti yang didapat dari orang-orasekitar tempat tinggal,
misalnya dari tetangga-tetangga yang menyatakammasgakui bahwa orang
tersebut adalah benar-benar pasangan suami isltii terbalik juga dapat
berupa tidak adanya sanggahan atau complain temgangkahan orang
tuanya tersebut.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bayava dimaksud dengan
itsbat nikah adalah Pengesahan terhadap sebuahwpeak yang belum tercatat
kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu perleawyang memenuhi ketentuan
hukum Islam secara materiil sebagaimana yang dutbksda pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak mesrnieketentuan pencatatan
sebagaimana syarat formil yang diatur pasal 2 @)atndang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, bukankah sahnya perkawinan menurutrhuklam harus memenuhi
rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan,ktiterpenuhinya ketentuan-
ketentuan mengenai rukun dan syarat-syarat perlawiarsebut akan membuat
suatu perkawinan menjadi tidak s&h.

Selain perkawinannya dianggap tidak sah dan tidamibki kekuatan

hokum, perkawinan yang tidak tercata juga akan mi&are dampak yang sangat

buruk terutama bagi kaum perempuan dan keturunamg \a@ilahirkan dari

19 |dris RamulyoHukum Perkawinan IslanfJakarta : Bumi Aksara, 1996 ), 50
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perkawinan yang tidak tercatat tersebut. Dalam ihalpihak perempuan tidak
memiliki hak sedikitpun atas nafkah dan warisan daami jika suatu ketika dia
meninggal. Perempuan (istri) tidak berhak atas ahagbno-gini jika terjadi
perpisahan atau perceraian.

Adapun dampak negative yang ditimbulkan bagi sarak ang terlahir dari
perkawinan yang tidak tercatat tersebut adalaha@inhukum si anak dianggap
sebagai anak tidak sah dan tidak akan bisa mendagét berupa akta kelahiran
dari Negara, Konsekwensinya anak hanya mempunymirigan perdata dengan ibu
dan keluarga ibu saja.

Maka dari itu setiap perkawinan harus dicatat ddelgawai Pencatat nikah
(PPN) sesuai dengan ketentuan Undang-undang Na2ndal2un 1946 jo Undang-
undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan ,nilddk, dan rujuk agar
terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakatnisli&etiap perkawinan harus
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan P&itatatan perkawinan
sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hd&lam kehidupan seseorang,
misalnya pencatatan dalam hal kelahiran, kematang ylinyatakan kedalam daftar
pencatatan yang disediakan secara khtfus.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti indonesiakradhnya undang-undang
perkawinan nasional yang sekaligus menampung prpréansip dan memberikan
landasan hukum perkawinan yang selama ini menjegampgan dan telah berlaku
bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Dalam pengajuantsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia,
menurut para hakim Pengadilan Agama Bangil perkeraebut bisa diproses

dengan syarat sipemohon hendaknya dapat memengiapstan-persyaratan yang

197 M. 1dris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam(Jakarta ; Cet. V, Bumi Aksara, 2004), 180
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telah ditetapkan oleh pengadilan, adapun persyapsesyaratan yang dimaksud
adalah selain menyerahkan fotocopy KTP milik penmphgemohon juga harus
menyerahkan fotocopy KTP orang yang akanditdbat (dalam hal ini yaitu KTP
orang tua pemohon), pemohon harus menyerahkanofpga€artu Keluarga milik
kedua orang tua pemohon, selain itu pemohon jugashmenyerahkan surat
keterangan dari kepala Desa yang isinya meneranpgkbwa kedua orang tua
pemohon adalah benar-benar suami istri.

Dalam proses pengajuaitsbat nikah hendaknya pemohon juga dapat
memberikan keterangan mengenai hal-hal yang barkdiéngan perkawinan kedua
orang tuanya, seperti dapat mengetahui apa sta&msakorang tua pada waktu
menikah, mengetahui siapa yang menjadi wali, dapasisaja saksi-saksi dalam
perkawinan kedua orang tuanya terseut. Hal ini @aedengan ungkapan yang
terdapat didalam kitab I'anatut Thalibin, juz IVliilma 254 yang berbunyi :

Joie (b W g g sad Gaddagpd gdiawa S35 ) o 7 Sl geall B g
“Dalam Pengakuan perkawinan dengan seorang peremiparus dikemukakan
sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu sepeali dan dipersaksikan oleh
dua orang saksi yang adil”.

Akan tetapi jika hal-hal tersebut diatas benar-béi@ak dapat dibuktikan,
maka hakim akan mengambil kebijakan demi kepentindan kemashlahatan
pemohon yaitu dengan merujuk kepada saksi-sakg gajukan oleh pemohon,
selain itu hakim juga mengatakan dalam memprosesskai hakim dapat pula
menggunakan bukti lain yaitu bukti terbalik. Bukérbalik adalah bukti yang
diperoleh dari orang-orang disekitar tempat tinggang tua pemohon, misalnya
dari tetangga-tetangga yang menyatakan dan menjakuia orang tersebut adalah
benar-benar suami istri, bukti terbalik juga dapatupa dengan tidak adanya

sanggahan atacomplaintentang pernikahan orang tua pemohon. Fakta berbed
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dengan hukum, hukum merupakan hak dan kewajibasngkdn fakta merupakan
kejadian yang bisa sesuai dengan hukum dan sepalikn

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada h(reehtsstagt tidak
berdasarkan pada kekuasaan belakachtsstagtyang berlandaskan pada falsafah
Pancasila dan Undang-undang Dasarl1945, secaransul#@mua hak-hak dan
kewajiban sebagai warga negara dilindungi oleh péhegasan ini berarti bahwa
negara dan termasuk anggota didalamnya sepertirpgamedan lembaga yang lain
dalam melaksanakan apapun harus dapat dipertangmuagkan secara umufff

Melihat peranan penting Negara dalam memberi jamikeamanan dan
ketenteraman setiap warganya dalam menjalankan daak kewajiban mereka
sebagai warga Negara, maka keberadaan aturan ha#talah sesuatu keharusan
sebagaimana Indonesia juga telah mendeklarasikanselbagai Negara hukum
(recht staa} yang tersirat dalam UUD 1945 yang bertujuan merkae kepastian
hukum.

Secara teori, suatu tindakan disebut perbuatanrhukianakala dilakukan
menurut hukum, dan oleh karena itu berakibat huk8ebaliknya suatu tindakan
yang tidak dilakukan menurut hukum, tidak dapatatikan perbuatan hukum
sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum Barenanya sama sekali
belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilngdwleh hukum.

Perbuatan kawin atau nikah, baru dikatakan perhudtakum apabila
memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatkah yang diatur Pasal 2
ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Perkawinan,

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yangatsgemting terkait

dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri éigak dengan mudah

198 B Johan Nasutiorjukum Perdata islarr(Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 7.
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menjatuhkan talak atau mengingkari ikatan (pemamjisuci yang telah mereka
ikrarkan, selain itu juga untuk menghindari akidatkum yang timbul dari
perkawinan yang tidak tercatat, dan dapat jugandigan sebagai alat bukti bagi
generasi selanjutnya baik tentang keturunan maygambuktian tentang sahnya
pewarisarn’

Adapun dampak yang di timbulkan dari perkawinangyidak tercatat jika
tidak di itsbatkan yaitu :

1. Perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum kadereggap tidak pernah
ada perkawinan jadi dalam mengurus hal-hal yangaiian dengan Negara
seperti membuat akta kelahiran, membuat pasport Hdan mengurus
perlengkapan administrasi Negara lainnya itu ticiaka

2. Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan gwarkan yang baru
sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-UndangpNb Tahun 1974,

3. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan @daerdasarkan ketentuan
pasal 219 KUHP,

4. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak pibbk wanita sebagai isteri
juga hak sebagai anak-anaknya”

Maka atas dasar inilah diperlukan sebuah bukti iayadgy disebut dengan

akta, sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 1 KHI yaitu

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikang dibuat
oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Di dalam KHI peraturan yang memuat tentang permahsal pencatatan
perkawinan ini terdapat di dalam pasal 5 yang heyiou

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyardk&m, setiap
perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) @#dakaleh pegawai
pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undaheng No. 22
Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan :
1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawihanus

dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasawBegencatat
Nikah.

199 5ajuti Thalib,Hukum Kekeluargaan Indonesidakarta : Penerbit Ul, 1974), 77
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2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pdgaeacatat
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Apabila telah terjadi sebuah perkawinan dan belwercatat maka
solusinya adalah istbat nikah yaitu melalui kanR@ngadilan Agama, hal ini
sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 KHI yaitu :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dendekia Nikah,
dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

2. Dasar Hukum Yang Dipakai Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Itsbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia.

Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya adahsapokok yang dicari
para justiabalance (pencari keadilan) yaitu Putustakim, adapun produk
keputusan hakim dari hasil pemeriksaan perkaraediig|angan ada 2 yaitu berupa
putusan dan berupa penetapsn.

Untuk mendapatkan putusan atau penetapan dari hBkmgadilan Agama
diperlukan beberapa prosedur dan tentunya harualund&lerbagai macam proses
hal ini dikarenkan dalam penyelesaian perkara sgofgakim harus mengkaji
terlebih dahulu berbagai macam bahan-bahan ataeremsi-reverensi terutama
yang terkait dengan perkara yang sedang dihadapi,

Seorang hakim tentunya dalam mengambil sebuah ksgutmemiliki dasar
hukum yang akan digunnakan, begitu juga denganapeeriksbat nikah bagi orang
yang meninggal dunia. Ketika peneliti bertanya apaar hukum yang dipakai
hakim dalam memutuskan perkasbatnikah, bu atik menjawab :

“Tidak ada dasar hukum khusus yang digunakan dala®esitsbat nikah

pada orang yang meninggal, prosesnya sama sajatisppda perkara-
perkara yang lain mbak, sepeitsbat nikah pada dua orang yang masih

10M. Yahya Harahap Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agartiakarta : Sinar
Grafika, Cet. 4, 2007), 305
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hidup, perceraian, perubahan identitasa dan lama, mungkin bedanya

hanya pada persyaratan isi berkas, kalau metodsmga saja.

Dalam menentukan penetapan hukum hakim biasanyagukgada sumber

hokum formil yang berupa UU dan sumber hokum miabeniupa dalil-dalil

syar'l, makanya mbak pada tiap-tiap putusan ataypemetapan itu harus

terdapat dalil syar’inya”.

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh ibu Sriymliau mengatakan
bahwa:

“Dasar hokum yang digunakan dalam masalah itsk@hnbaik pada orang

masih hidup ataupun sudah meninggal itu sama dagk tdak ada bedanya,

tidak ada proses atau metode khusus yang harksikiia.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan adagpasar hukum yang
digunakan oleh hakim dalam menangani perkatmat nikah pada orang yang telah
meninggal dunia tidak ada pengkhususan, dasar ukaridak berbeda dengan
dasar hukum yang dipakai dalam menangani perkakai@elain seperti misalnya
perceraian, perubahan identitas dan waris.

Di atas juga dipaparkan bahwa untuk melaksanakgastpokok Peradilan
Agama yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan mlesgikan setiap perkara
serta menegakkan hukum dan keadilan, maka Peradigmma membutuhkan
sumber hukum yang dijadikan pedoman (patokan) dat@mutuskan perkara yang
diajukan kepadanya, baik itu berupa sumber hukutenmanaupun sumber hukum
formil, sehingga dalam memutuskan atau menyelesagtatu perkara tersebut
mempunyai kekuatan hukum yang kuat baik secara rhugasitif dan syari’'at
Islam.

Dalam dunia Hukum Peradilan, termasuk juga Pemadiigama (PA), secara

garis besar terdapat dua klasifikasi sumber hokangydigunakan sebagai rujukan
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oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yaitaber hokum materil dan
sumer hokum formil (hokum acarg}.

Adapun sumber hokum Materil Peradilan Agama adalakum Islam yang
kemudian sering didefinisikan sebag@gh yang sudah barang tentu rentang
terhadap perbedaan pendapat. Hukum materil Panadiggma pada masa lalu
bukan merupakan hukum tertulis (hokum positif) nmdan masih tersebar dalam
berbagai kitaldfigh karya ulama, karena tiap ularhagohapenulis kitab-kitalfigh
tersebut berlatar belakasgsiokulturalyang berbeda sehingga sering menimbulkan
perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang, sguma mengeliminasi
perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hokuna imalkum materil tersebut
dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peratuperundang-undangan. Adapun
hukum materil yang digunakan didalam Peradilan Agaadalah :

UU No. 22 Tahun 1946;

UU No. 23 Tahun 1954;

UU No. 1 Tahun 1974;

UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006
PP No. 45 Tahun 1957;

PP No. 9 Tahun 1975;

PP No. 28 Tahun 1977;
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukurans(KH]).

00 N OO Do =

Sumber hukum formil yang berlaku di Peradilan Agadalah sama dengan
yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kedathal yang telah diatur
secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU N@aBun 2006 tentang
Peradilan Agam&* Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingaong
Peradilan Umum diberlakukan pula untuk lingkungaamagilan Agama, adapun
hukm formil yang dipakai adalah :

1. Reglement of de Burgerlijk Rechtsvorder(BgRV);
2. Bugerlijke Wetbook voon IndonegiW);

11 Basiq Djalil, ‘Peradian Agama di IndonesigJakarta : Kencana, 2006), 147
12 |bid. 152-153
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Inlandsh Reglemer(t.R);

Rechtsregement voor de BuitengewefReBQ);
Wetboek van Koophandel (WvK);
PeraturanPerundang-undangan
Yurisprudensi

SuratEdaran Mahkamah Agung RI;

llImu Pengetahuan.

OCONOO W

Dari hasil wawancara diatas hakim juga mengatakamvh dalam setiap
mengeluarkan produk hukum baik berupa penetapampuataputusan hakim harus
mencantumkan dalil syari yang berkaitan denganmpsealahan yang sedang
ditangani, hal ini sesuai dengan bunyi kaedah fyqitng berbunyi :

agle Jalal) da ) ) grliag aSall cudiall
“Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil”

Oleh karena itu didalam tiap-tiap putusan ataupnmefapan yang dikeluarkan
oleh Pengadilan Agama harus mencantum dalil-dgdit’syang berkaitan dengan
permasalahan yang sedang di tangani, karena walaugkim melakukan ijtihad
sendiri dalam mengambil sebuah keputusan atas feikara tentunya hakim
tersebut akan merujuk pada hokum materiil yang maegkut pada masalah

tersebut walaupun secara tidak langsung.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesmpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa tentangddPgan Hakim
Pengadilan Agama Bangil Terhadap Itsbat Nikah Padang Yang Meninggal
Dunia maka dapat disimpulkan :
1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap itsbat nikah orang

yang telah meninggal dunia

Pandangan hakim mengenai itsbat nikah bagi oramg yelah meninggal
dunia, perkara tersebut bisa di proses asalkanagiekgientuan si pemohon mampu
memenuhi persyaratan-persyaratannya. ltsbat nigagas diperlukan karena jika
tidak dilakukan maka perkawinannya tidak mempurkeguatan hukum karena
dianggap tidak pernah ada perkawinan, yang padarngkh mengakibatkan

kesulitan dalam mengurus hal-hal yang berkaitangalenkepentingan Negara

77



seperti membuat akta kelahiran, mengurus perceraiangurus warisan, membuat
pasport haji dan mengurus perlengkapan adminidtiegara lainnya.
2. Dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara itsbat
nikah pada orang yang telah meninggal dunia

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menpétsra itsbat nikah
bagi orang yang telah meninggal dunia tidak berbddagan perkara-perkara
perdata lain yang ditangani di Pengadilan Agamay&asaja disini yang bisa
menjadi saksi adalah wali nikah atau saksi-saksnikghan ketika pernikahan
berlangsung atau jika semuanya itu tidak ada makarhbisa menggunakan yang
namanya bukti terbalik dimana hakim bisa memint@damgan masyarakat sekitar
rumah suami istri yang telah meninggal tersebutgeeai benar tidaknya antara
suami istri tersebut pernah adanya suatu hubungamkahan, dengan informasi
yang diberikan masyarakat maka hakim bisa meng@nmjla sebagai bahan acuan
dalam membuat ketetapan.
B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, perkdis mmemberikan saran
atau masukan sebagai sumbangan pemikiran dariipenaitu, seseorang yang
akan melangsungkan perkawinan hendaknya lebih dodimahami apa saja
persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi wabelmelangsungkan
perkawinan, agar tidak terjadi sesuatu di belakhag yang dapat merugikan

mereka, salah satunya adalah persyaratan untukafterkan diri pada KUA.
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PANDUAN WAWANCARA

. Apa yang dimaksud dengan pencatatan nikah ?

. Kenapa pernikahan itu harus dicatatkan ?

. Adakah dampak negatif dari pernikahan yang tidaktdtkan ?

. Apa yang mendasari perkawinan itu harus dicatatkan

. Apa yang dimaksud dengan itsbat nikah ?

. Mengapa nikah yang belum tercatat harus di itsinatka

. Apa dasar hukum itsbat nikah ?

. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Barggitaig Itsbat
Nikah Terhadap Orang Yang Telah Meninggal Dunia ?

. Apa yang melatar belakangi seseorang mengajukbat itikah pada orang

tuanya yang telah meninggal dunia

10.Apa dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskzerkara itsbat

nikah pada oran yang telah meninggal dunia?



» 11 Kecamatan Y ang menjadi wilayah wewenang Pengadilan Agama Bangil

NO. KECAMATAN KELURAHAN /DESA

01 BANGIL Kelurahan Dermo

Kelurahan Gempeng

Kelurahan Kersikan

Kelurahan Kauman

Kelurahan Kidul Dalem

Kelurahan Bendomungal

Kelurahan Kolursari

Kelurahan Latek

Kelurahan Kalirejo

Kelurahan Kalianyar

Kelurahan Pogar

Ds. Tambaan

Ds. Manaruwi

Ds. Masangan

Ds. Raci




02

BEJI

Ds.

Beji

Ds.

Baujeng

Ds.

Kenep

Kelurahan Pagak

Ds.

Glanggang

Ds.

Sidowayah

Ds.

Gajahbendo

Ds.

Ngembe

Ds.

Kedungboto

Ds.

Kedungringin

Ds.

Gunungsari

Ds.

CangkringMalang

Ds.

Gununggangsir

Ds.

Wonokoyo

03

REMBANG

Ds.

Oro-oro Ombo Wetan

Ds.

Oro-oro Ombo Kulon

Ds.

Mojoparon

Ds.

Pekoren




Ds.

Pandean

Ds.

Pejangkungan

Ds.

Rembang

Ds.

Kedungbanteng

Ds.

Orobulu

Ds.

Sumberglagah

Ds.

Kanigoro

Ds.

Genengwaru

Ds.

Siyar

Ds.

Kalisat

Ds.

Pajaran

Ds.

Tampung

Ds.

Krengih

04

WONOREJO

Lebaksa

Karangase

Ds.

Kendangdukuh

Ds.

Karangsono

Ds.

Rebono




Ds.

Jatigunting

Ds.

Wonorejo

Ds.

Kluwut

Ds.

Sambisirah

Ds.

Pakijangan

Ds.

Cobanblimbing

Ds.

Karangjatianyar

Ds.

Tamansari

Ds.

Wonosari

05

PURWOSARI

Ds.

Bakalan

Ds.

Martopuro

Ds.

Kayoman

Ds.

Pucangsari

Ds.

Purwosari

Ds.

Kertosari

Ds.

Tedjowangi

Ds.

Sekarmojo

Ds.

Sukodermo




Ds.

Sengonagung

Ds.

Pager

Ds.

Sumberejo

Ds.

Karangrejo

Ds.

Cendono

Ds.

Sumbersuko

06

PURWODADI

Ds.

Pucangsari

Ds.

Tambaksari

Ds.

Capang

Ds.

Semut

Ds.

Purwodadi

Ds.

Gajahrejo

Ds.

Parerejo

Ds.

Sentul

Ds.

Jatisari/Penjalinan

Ds.

Cowek

Ds.

Lebakrejo

Ds.

Dawuhan Sengon




Ds.

Gerbo

07

TUTUR

Ds.

Sumberpitu

Ds.

Ngembal

Ds.

Tutur

Ds.

Wonosatri

Ds.

Andonosari

Ds.

Tlogosari

Ds.

Kalipucang

Ds.

Pungging

Ds.

Gendro

Ds.

Blarang

Ds.

Kayukebek

Ds.

Ngadirejo

08

SUKOREJO

Ds.

Wonokerto

Ds.

Kenduruan

Ds.

Candibinangun




Ds.

Lecari

Ds.

Kalirejo

Ds.

Dukuhsarri

Ds.

Sebandung

Ds.

Karangsono

Ds.

Sukorejo

Ds.

Glagahsari

Ds.

Pakukerto

Ds.

Lemahbang

Ds.

Gunting

Ds.

Mojotengah

Ds.

Suwayuwo

Ds.

Sukorame

Ds.

Curahrejo

Ds.

Kalirejo

Ds.

Ngadimulyo

09

PRIGEN

Ds.

Watuagung

Ds.

Jatiarjo




Ds.

Dayurejo

Ds.

Sukolilo

Ds.

Bulukandang

Ds.

Ketangireng

Ds.

Candiwates

Ds.

Gambiran

Ds.

Lumbangrejo

Ds.

Pecalukan

Ds.

Ledug

Kel. Prigen

Ds.

Sekarjoho

Ds.

Sukoreno

10

PANDAAN

Ds.

Banjarkejen

Ds.

Banjarsari

Ds.

Tunggulwulung

Ds.

Nogosatri

Ds.

Kebonwaris

Kel. Kutorejo




Kel.

Pandaan

Kel.

Petungasri

Ds.

Sumberejo

Ds.

Tawangrejo

Ds.

Kemirisewu

Ds.

Jogosari

Ds.

Karangjati

Ds.

Wedoro

Ds.

Sebani

Ds.

Durensewu

Ds.

Sumbergedang

Ds.

Plintahan

11

GEMPOL

Ds.

Kejapanan

Ds.

Legok

Ds.

Winong

Ds.

Carat

Ds.

Karangrejo




Ds.

Bulusari

Ds.

Ngerong

Ds.

Randupitu

Ds.

Kepulungan

Ds.

Sumbersuko

Ds.

Jeruk purut

Ds.

Watukosek

Ds.

Wonosari

Ds.

Wonosuryo

Ds.

Gempol

Ds.

Sumbersuko




» Daftar Ketua Pengadilan Agama Bangil

NO. NAMA TAHUN

1. KH. Romli 1950 — 1952
2. KH. Moh. Zaini 1952 — 1959
3. KH. Noor Aziz 1959 — 1965
4, K. Drs. Ridwan Rasmani 1965 - 1977
5. Drs. Moh. Djazuli, SH. 1977 — 1981
6. Drs. H. Imron AM. 1981 — 1992
7. Drs. Asyari Sekti 1992 — 1999
8. Drs. H. Soedarsono, SH. MH. 1999 — 2002
9. Drs. Syamsuri, SH. 2002 — 2004
10. H. Moch. Tha'if SH. 2004 - 2006
11. Drs. H. Solihun, SH. 200@ Sekarang
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